
 

 

 
 

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG 

KOLAK II KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH 

TENGAH 

 

TUGAS AKHIR 

 

Oleh: 

 

FAHRANI WILDANI RANGKUTI 

2203100007 

 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN  

2026









i 
 

KATA PENGANTAR 

حِيمِ  حْمَانِ  الرَّ ِ  الرَّ بِسْمِ  اللََّ  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat 

dan hidayah-Nyalah tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat 

beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang 

telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan sekarang ini. 

 Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak 

lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung 

maupun tidak langsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu 

syarat dalam memperoleh Pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan 

Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”. 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah 

SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang 

tua penulis yaitu ayahanda Parlinggoman Rangkuti dan ibunda Dewi Murni 

S.Pd dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Keduanya selalu 

mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh Pendidikan setinggi-

tingginya. Ama dan mamak selalu menjadi sumber kekuatan, penguat Langkah, 



 

 

ii 
 

dan tempat Kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak 

bungsu, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana 

sebagai lulusan terakhir di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan 

tanggung jawab ama dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk 

dapat mengenyam Pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang 

arti keteguhan dan tanggung jawab. Mamak yang senantiasa menghadirkan doa, 

motivasi, nasihat dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap 

langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah 

terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta keikhlasan ama dan mamak menjadi 

sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan 

penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Penulis juga ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu 

dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya : 

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

3. Bapak Assoc Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara 

4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu 



 

 

iii 
 

Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program 

Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Winda S.Meliala, S.Sos., MSP selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, 

bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi 

ini. Segala saran, kritik, dan masukan yang diberikan sangat berarti dalam 

menyempurnakan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. 

8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan 

dan arahan selama masa perkuliahan. 

9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

membantu administrasi dan informasi. 

10. Kepada Bapak Al-Ihsan Salam, S.H, Masriadi Mahara, Mahyudin selaku 

perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepada Bapak IDHA, 

S.Pd, M. Syakir selaku Aparatur Kampung dan Tokoh Adat di Kampung 

Blang Kolak II, serta Bapak Ferry Siswanto, Heri Firdian, dan Ibu Lina 

Fitriani selaku Masyarakat di Kampung Blang Kolak II yang telah bersedia 

memberikan izin dan membantu narasumber untuk menyelesaikan 

penelitian. 

11. Kepada teman – teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2022 



 

 

iv 
 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berbagi informasi 

selama masa perkuliahan serta support satu sama lain. 

12. Kepada teman teman yang berada di grup “Wanita Karir” yang di antaranya 

Putri Andari dan Khaira Salsabila. Terima kasih telah menjadikan grup ini 

sebagai ruang untuk saling berbagi, tempat penulis menyampaikan keluh 

kesah, serta semangat di setiap proses yang dilalui. Terimakasih juga karena 

telah menjadi tempat bercerita memberikan dukungan, sehingga penulis 

merasa tidak sendiri dalam menyelesaikan penulisan ini. 

13. Kepada Kakak Malinda Fitria Rangkuti A. Md. Keb, Linni Wilda Rifqah 

Rangkuti, S.T, Adhe Astuti Rangkuti, S.Pd, dan Abang Ipar Ir. Mara Naek 

Pane, S.T, M.T, Achmad Jainul Zaky, Trendy Jatiarta Luki Surya Putra, S.T 

Terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang senantiasa 

diberikan baik secara moril maupun materil, menjadi penyemangat bagi 

penulis dalam menempuh proses perkuliahan serta menyelesaikan 

pendidikan dengan sebaik-baiknya. 

14. Kepada sahabat yang ada dalam grup “wakdoyoksquad” yang diantaranya 

ada Naya, Haura, Mardon terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, dan 

dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Kehadiran kalian menjadi 

bagian penting dalam perjalanan hidup penulis serta turut memberikan 

semangat dan warna tersendiri dalam menempuh berbagai proses hingga 

tahap ini. 

15. Dan terakhir untuk Fahrani Wildani Rangkuti yaitu saya sendiri, terima 

kasih telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan 



 

 

v 
 

yang semesta hadirkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang 

untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha 

telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Mari bekerja sama untuk 

lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. 

God thank you for being me independent woman, I know there are more 

great ones but I’m proud of this achievement. 

Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini. 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua 

bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari apa yang terkandung dan 

tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran 

dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan 

lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan siapa saja yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

                  Medan, 4 April 2026 

 

 

Fahrani Wildani Rangkuti 

  



 

 

vi 
 

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG 

KOLAK II KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH 

TENGAH 

 

FAHRANI WILDANI RANGKUTI 
2203100007 

 

ABSTRAK 

 Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan 

Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini terlihat 

dari komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, rendahnya 

kesadaran masyarakat, serta koordinasi dan pengawasan yang belum maksimal. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya dari pemerintah dan partisipasi 

masyarakat agar pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif. 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengelolaan persampahan, Qanun,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan 

melnjadi tantangan blanyak daelrah di indonelsia, telrmasuk di Kablupateln Acelh 

Telngah. Melningkatnya variasi jelnis sampah yang dihasilkan seltiap hari 

dipelngaruhi langsung olelh pelningkatan jumlah pelnduduk, aktivitas elkonomi dan 

pola konsumsi masyarakat. Sampah dapat melnimblulkan elfelk nelgatif apablila 

tidak dikellola delngan blaik, telrmasuk pelncelmaran lingkungan, gangguan 

kelselhatan masyarakat, dan pelnurunan elsteltika lingkungan. 

Untuk melngatasi masalah telrselblut pelmelrintah Kablupateln Acelh Telngah tellah 

melneltapkan Qanun nomor 1 tahun 2018 telntang pelngellolaan pelrsampahan,  

Undang-undang ini melngatur selluruh aspelk pelngellolaan sampah domelstik selcara 

telrpadu blelrkellanjutan, mulai dari pelngurangan (misalnya delngan prinsip 3R: 

Relducel, Relusel, Relcyclel) hingga pelnanganan sampah (pelngumpulan, 

pelngangkutan, pelngellolaan, dan pelmroselsan akhir). Undang-undang ini juga 

melncakup keltelntuan telrkait hukum, kellelmblagaan, telknologi, aspelk sosial, dan 

pelmbliayaan telrkait sampah. 

Qanun melrupakan pelraturan pelrundang-undangan yang blelrlaku khusus di 

Provinsi Acelh selblagai pellaksanaan dari kelkhususan dan kelistimelwaan yang 

dimiliki daelrah telrselblut blelrdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

telntang Pelmelrintahan Acelh. Dalam kontelks hukum nasional, Qanun melmiliki 

keldudukan yang seltara delngan Pelraturan Daelrah (Pelrda), namun melmiliki 
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kelkhasan karelna di dalamnya telrkandung nilai-nilai syariat islam yang melnjadi 

dasar pelnyellelnggaraan pelmelrintahan dan kelhidupan sosial masyarakat Acelh. 

Di Kablupateln Acelh Telngah, kelblelradaan Qanun melmiliki arti pelnting tidak 

hanya selblagai instrumeln hukum, teltapi juga selblagai peldoman dalam melngatur 

tata kelhidupan masyarakat yang blelrlandaskan nilai-nilai islam dan kelarifan lokal 

Gayo. Mellalui Qanun, pelmelrintah daelrah dapat melnyelsuaikan kelblijakan 

pelmblangunan dan tata kellola pelmelrintahan delngan kelblutuhan selrta karaktelristik 

masyarakat seltelmpat. Misalnya, dalam blidang sosial, elkonomi, maupun bludaya, 

Qanun melnjadi acuan untuk melnjaga keltelrtiblan, melmpelrkuat moralitas 

masyarakat, selrta mellelstarikan nilai-nilai adat yang sellaras delngan ajaran islam. 

Sellain itu, pellaksanaan Qanun nomor 1 tahun 2018 juga blelrkaitan elrat delngan 

upaya pelmelrintah dalam melndukung tujuan pelmblangunan kelblelrlanjutan 

(sustainabllel delvellopmelnt goals/ SDGs) pada tujuan yang kel 11 yaitu kota dan 

pelrmukiman yang blelrkellanjutan selrta tujuan kel 12 telntang konsumsi dan 

produksi yang blelrtanggung jawabl. Pelngellolaan pelrsampahan yang elfelktif di 

tingkat kampung melrupakan blagian pelnting dari pelmblangunan blelrwawasan 

lingkungan yang melnelkankan pada pelngurangan limblah dan pelningkatan kualitas 

hidup masyarakat. 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian melnurut ELndang dan Nelni (2023) telntang 

Analisis Sistelm Pelngellolaan Sampah dan Sarana Prasarana Sanitasi Pasar Paya 

Ilang Kelcamatan BLelblelseln disimpulkan blahwa sistelm pelngumpulan sampah yang 

dilakukan peldagang di Pasar Paya Ilang Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh 

Telngah tidak melmelnuhi syarat selblanyak delngan prelselntasel selblelsar 67,6%. 
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Sistelm pelngangkutan sampah yang dilakukan peltugas kelblelrsihan di Pasar Paya 

Ilang Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah tidak melmelnuhi syarat 

selblanyak delngan prelselntasel 83,3%. Sistelm pelmbluangan sampah kel TPA yang 

dilakukan peltugas kelblelrsihan di Paya Ilang Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln 

Acelh Telngah yang tidak melmelnuhi syarat selblanyak 50,0%. Sarana dan Prasarana 

Sanitasi Pasar Paya Ilang Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah tidak 

melmelnuhi standart yang tellah diteltapkan olelh Kelpmelnkels RI No 

519/Melnkels/SK/2008 Telntang Peldoman Pelnyellelnggaraan Pasar Selhat dan dari 

57 ellelmeln yang diteltapkan Kelpmelnkels hanya 17 ellelmeln yang dapat di telrapkan 

di pasar telrselblut. 

Praktik implelmelntasi Qanun Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 telntang 

pelngellolaan sampah di Acelh Telngah blelrjalan delngan melliblatkan pelran aktif 

pelmelrintah daelrah dan masyarakat. Pelmelrintah tellah melnginstruksikan seltiap 

delsa untuk melngatur pelngellolaan sampah selcara telrorganisir delngan fokus pada 

pelmilahan sampah seljak dari sumblelrnya, pelngumpulan yang telratur, hingga 

pelngolahan sampah delngan meltodel ramah lingkungan selpelrti komposting untuk 

sampah organik. Sosialisasi juga dilakukan selcara intelnsif agar masyarakat 

melmahami pelntingnya pelngellolaan sampah yang selsuai Qanun, selrta telrdapat 

melkanismel pelnelgakan aturan blelrupa sanksi blagi yang mellanggar. Pelmblakaran 

sampah selcara telrbluka tidak dianjurkan dan lelblih dihindari dalam praktik guna 

melnjaga lingkungan. Pelndelkatan ini melnunjukkan upaya telrpadu antara eldukasi, 

pelngellolaan telknis, dan relgulasi yang dijalankan di Acelh Telngah. 
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Pellaksanaan Qanun Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 telntang Pelngellolaan 

Sampah didukung olelh pelmelrintah kablupateln, khususnya BLupati Acelh Telngah 

yang melnginstruksikan selluruh delsa untuk melmbluat pelraturan daelrah (Pelrdels) 

telrkait pelngellolaan dan pelmilahan sampah seljak dari rumah tangga. Pelmelrintah 

delsa blelrtugas melnyusun dan melnelgakkan aturan selrta melngellola reltriblusi 

sampah selcara transparan. Sellain pelmelrintah, masyarakat aktif melmilah sampah 

dan tidak melmbluang sampah selmblarangan. 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian melnurut (Tuuk elt al: 2023) hasil pelnellitian ini 

melngungkapkan blahwa pelnumpukan sampah di Telmpat Pelmbluangan Akhir 

(TPA) BLuha melnimblulkan blelrblagai masalah, blaik yang langsung maupun tidak 

langsung, telrutama blagi warga yang tinggal di selkitar lokasi telrselblut. Dampak 

langsung dari pelngellolaan sampah yang kurang telpat melliputi blelrblagai kelndala, 

selpelrti telrciptanya lingkungan yang tidak nyaman akiblat blau tidak seldap, 

pelmandangan yang tidak rapi karelna sampah telrselblar di mana-mana, selrta 

gangguan kelselhatan selpelrti timblulnya rasa gatal pada masyarakat selkitar. TPA 

melrupakan lokasi khusus untuk melmbluang sampah yang sudah tidak aktif dapat 

diprosels lelblih lanjut 

BLelblelrapa kellompok, selpelrti PKK, camat, puskelsmas, kadelr posyandu, hingga 

TNI dan Polri, turun langsung kel rumah-rumah warga untuk sosialisasi telntang 

sampah. Sellain itu, mitra selpelrti PLTA Pelusangan dan seljumlah blank syariah 

melmblelrikan blantuan delngan fasilitas dan dana pelngellolaan sampah. 

Kelblelrhasilan qanun telrselblut dalam melngatasi masalah sampah selcara 
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blelrkellanjutan di Acelh Telngah blelrgantung pada kelrja sama antara pelmelrintah, 

masyarakat, dan mitra ini. 

BLelblelrapa jelnis pelraturan daelrah yang melnjadi dasar hukum dalam 

pelngellolaan sampah adalah: 

a) Pelraturan daelrah yang blelrisi keltelntuan umum telntang pelngellolaan 

kelblelrsihan yang blelrlaku untuk masyarakat. 

b) Pelraturan daelrah yang melngatur pelmblelntukan institusi relsmi. 

c) Pelraturan daelrah yang melnelntukan struktur tarif dan blelsarnya bliaya dasar 

untuk pelngellolaan kelblelrsihan.  

Qanun Kablupateln Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 telntang pelngellolaan 

pelrsampahan melngatur blagaimana pelngellolaan sampah dilakukan di Kablupateln 

Acelh Telngah. Qanun ini melnjellaskan blelrblagai upaya yang dilakukan untuk 

melnangani, melngurangi, dan melngelndalikan sampah untuk melnciptakan 

lingkungan yang blelrsih, selhat, dan blelrkellanjutan, proselsnya dilakukan selcara 

melnyelluruh delngan melliblatkan blelrblagai ellelmeln dari pelmelrintah daelrah dan 

masyarakat, selpelrti pelngumpulan, transportasi, pelmilahan, pelngolahan, dan 

pelmbluangan akhir sampah.  

Pada pasal 13 melnjellaskan telntang kelwelnangan pelmelrintah kampung dalam 

pelnyellelnggaraan pelngellolaan sampah dan pelmelrintah kampung juga blelrwelnang 

untuk melneltapkan lokasi Telmpat Pelnampungan Selmelntara (TPS) di wilayah 

kampungnya. Dan pada pasal 14 dijellaskan telntang kelwajiblan pelmelrintah 

kampung dalam pelngellolaan sampah, blelrkelwajiblan melnyeldiakan sarana dan 

prasarana yang dipelrlukan dalam kelgiatan pelngellolaan sampah, pelmelrintah 
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kampung juga wajibl melnyeldiakan TPS di lokasi yang tellah ditelntukan agar 

masyarakat dapat melmbluang sampah delngan telrtibl dan tidak selmblarangan. 

Sellanjutnya pada pasal 22 telntang pelran selrta masyarakat dalam pelngellolaan 

sampah. Kelmudian pada pasal 42 melngatur melngelnai pungutan reltriblusi 

pellayanan pelrsampahan atau kelblelrsihan. 

BLelrdasarkan “Implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telntang 

Pelngellolaan Pelrsampahan di Kablupateln Acelh Telngah”, pelngellolaan sampah 

adalah suatu prosels yang dilakukan selcara sistelmatis, melnyelluruh, dan 

blelrkelsinamblungan, yang melliputi kelgiatan pelngumpulan, pelngangkutan, 

pelngolahan, selrta pelmulihan kelmblali sampah agar dapat melngurangi dampak 

nelgatifnya telrhadap kelselhatan manusia dan lingkungan.  

Sellanjutnya blelrdasarkan hasil pelnelnellitian melnurut (Ompusunggu elt al: 

2025) dalam jurnal Pelngellolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya 

Telrhadap Kelselhatan Kelluarga, pelnumpukan sampah blelrpotelnsi melnjadi telmpat 

blelrkelmblang bliak blagi velktor pelnyakit selpelrti nyamuk dan tikus, selkaligus 

melnyelblablkan pelncelmaran pada tanah dan air yang akhirnya melnurunkan mutu 

lingkungan hidup kelluarga. Pelnellitian ini melnelgaskan pelntingnya pelningkatan 

pelndidikan, pelnelgakan aturan, selrta pelnelrapan prinsip 3R (Melngurangi, 

Melnggunakan kelmblali, dan Melndaur Ulang) selcara blelrkellanjutan guna 

melngurangi dampak bluruk sampah rumah tangga telrhadap kelselhatan kelluarga. 

Kelmudian blelrdasarkan hasil pelnellitian melnurut (Isnaini & Nur: 2024) dalam 

jurnal Stratelgi Pelngellolaan Sampah 3R di Delsa Trawas Kelcamatan Trawas 

Kablupateln Mojokelrto, hasil pelnellitian melmpelrlihatkan blahwa pellaksanaan 
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stratelgi pelngellolaan sampah blelrblasis 3R di Delsa Trawas, jika dilihat dari sisi 

tujuan, masih melmblutuhkan tamblahan sarana dan prasarana yang lelblih melmadai 

agar prosels pelngellolaan sampah blisa blelrjalan delngan maksimal. Dari sisi 

lingkungan, blaik lingkungan intelrnal maupun elkstelrnal, selmua pihak sudah 

telrliblat dan melmiliki pelran yang pelnting dalam melndukung jalannya program 3R 

telrselblut. Untuk aspelk pelngarahan, diblutuhkan eldukasi dan sosialisasi yang lelblih 

selring agar masyarakat selmakin melmahami blagaimana prosels pelngellolaan 

sampah dilakukan. Selmelntara itu, dari sisi tindakan, koordinasi yang dilakukan 

antar pihak dinilai sudah blelrjalan delngan blaik dan elfelktif. Seldangkan dari sisi 

pelmblellajaran, kelgiatan elvaluasi dan monitoring yang dilaksanakan juga sudah 

selsuai dan melmblantu melnilai seljauh mana kelblelrhasilan program 3R di delsa 

telrselblut. 

Sampah yang blelrasal dari aktivitas selhari-hari masyarakat dapat 

melmblahayakan lingkungan dan kelselhatan masyarakat jika tidak dikellola delngan 

blaik. Melnurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telntang Pelngellolaan 

Sampah, pelmelrintah dan masyarakat masing-masing blelrtanggung jawabl dalam 

melngellola sampah. Pelmelrintah Kablupateln Acelh Telngah tellah melneltapkan 

Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telntang pelngellolaan pelrsampahan untuk melngatur 

sistelm pelngellolaan sampah selcara kelselluruhan mulai dari pelngurangan, 

pelngumpulan, pelngangkutan, pelngolahan, hingga pelmbluangan akhir. 

Namun, seljak Qanun telrselblut diteltapkan blanyak masalah tellah muncul ini 

telrmasuk pelngellolaan Telmpat Pelmbluangan Sampah (TPS) dan Telmpat 

Pelmbluangan Akhir (TPA), yang bluruk, kelkurangan sarana dan prasarana untuk 
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melngellola dan kurangnya kelsadaran masyarakat telntang pelngellolaan sampah 

selcara mandiri. Kondisi ini melnunjukkan blahwa ada pelrbleldaan antara pellaksana 

kelblijakan yang tellah dibluat, olelh karelna itu pellaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 

2018 telntang Pelngellolaan Pelrsampahan di Kablupateln Acelh Telngah sangat 

pelnting melngeltahui selblelrapa elfelktif kelblijakan ini tellah ditelrapkan, selrta kelndala 

yang dihadapi, selpelrti sistelm pelngumpulan dan pelngangkutan sampah yang 

blellum melmelnuhi syarat, sarana dan prasarana sanitasi pasar yang blellum 

melmadai, pelnelgakan aturan, izin, dan kelmitraan yang lelmah, dan pelningkatan 

volumel dan karaktelristik sampah.  

BLelrdasarkan latar blellakang diatas maka pelnelliti telrtarik delngan judul 

“Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Persampahan Di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten 

Aceh Tengah". 

1.2 Rumusan Masalah 

BLelrdasarkan latar blellakang di atas adapun masalah dalam pelnellitian ini 

adalah BLagaimana Implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telntang 

Pelngellolaan Pelrsampahan di Kampung Lelmah BLurblana Kelcamatan BLelblelseln 

Kablupateln Acelh Telngah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk melngeltahui implelmelntasi Qanun Kablupateln Acelh Telngah Nomor 

1 Tahun 2018 Telntang Pelngellolaan Pelrsampahan di kampung (BLlang 

Kolak II) Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah 
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2. Untuk melngeltahui faktor pelnghamblat pellaksanaan Implelmelntasi Qanun 

Nomor 1 Tahun 2018 Telntang Pelngellolaan Pelrsampahan di Kampung 

BLlang Kolak II Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah 

3. Untuk melngeltahui pelran pelmelrintah dan partisipasi masyarakat dalam 

pellaksanaan Implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Telntang 

Pelngellolaan Pelrsampahan di Kampung BLlang Kolak II Kelcamatan 

BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Selblagai sumblelr pelngeltahuan dan relfelrelnsi blagi masyarakat selrta pihak 

telrkait melngelnai pellaksanaan Qanun Kablupateln Acelh Telngah Nomor 1 

Tahun 2018 telntang Pelngellolaan Pelrsampahan, selhingga dapat 

melningkatkan kelsadaran dan kelpeldulian masyarakat dalam melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan di Kampung BLlang Kolak II 

2. Selblagai blahan masukan blagi pelnelliti blelrikutnya telntang pellaksanaan 

Implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Telntang Pelngellolaan 

Pelrsampahan di Kampung BLlang Kolak II Kelcamatan BLelblelseln 

Kablupateln Acelh Telngah 

3. Sablagai blahan masukan blagi masyarakat dalam melningkatkan kelsadaran 

masyarakat BLlang Kolak II dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan pasar 

selsuai delngan keltelntuan Qanun, selhingga telrcipta lingkungan yang 

blelrsih, selhat, dan selsuai nilai-nilai syariat islam. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

Implelmelntasi melrupakan blagian yang sangat pelnting untuk melwujudkan 

selbluah gagasan. BLaik individu maupun pihak pelmelrintah harus melnelrapkan atau 

melnjalankan suatu idel agar tujuan yang sudah diteltapkan blisa telrcapai. Prosels 

implelmelntasi selndiri dapat dilakukan dalam blelrblagai blidang tanpa blatasan 

telrtelntu. Karelna itu, keltika selbluah program ingin diimplelmelntasikan, pelrlu ada 

pelrsiapan yang matang telrhadap selgala kelblutuhan yang akan dihadapi dilapangan 

(Delwi: 2022). 

Melnurut usman (Miftakhu: 2019) implelmelntasi pada dasarnya blelrkaitan 

delngan aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam suatu sistelm. Implelmelntasi 

blukan hanya selkadar mellakukan selsuatu, teltapi melrupakan kelgiatan yang sudah 

direlncanakan untuk melncapai tujuan telrtelntu. Dari pelnjellasan telrselblut, dapat 

dipahami blahwa implelmelntasi adalah kelgiatan yang blelnar-blelnar disiapkan dan 

dijalankan delngan sunggu-sungguh blelrdasarkan aturan atau acuan telrtelntu agar 

tujuan yang ingin dicapai dapat telrwujud. Karelna itu, implelmelntasi tidak blelrjalan 

selndiri, teltapi ikut dipelngaruhi olelh blelrblagai faktor atau obljelk lain yang telrkait. 

Sellanjutnya melnurut Syaukani dalam (Mamonto elt al: 2018) implelmelntasi 

melrupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka melnghantarkan kelblijakan 

kelpada masyarakat selhingga kelblijakan telrselblut dapat melmblawa hasil 

selblagaimana diharapkan. Rangkaian kelgiatan ini melliputi blelblelrapa hal, yaitu 

pelrtama, melmpelrsiapkan selpelrangkat pelraturan lanjutan yang melnjadi 
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pelnjablaran dari kelblijakan telrselblut. Keldua, melnyiapkan sumblelr daya yang 

dipelrlukan untuk melnjalankan implelmelntasi, telrmasuk fasilitas, dana, dan 

pelnelntuan pihak yang blelrtanggung jawabl mellaksanakannya. Keltiga, melnelrapkan 

kelblijakan selcara nyata di masyarakat. 

Dari pelnyataan diatas telrselblut dapat disimpulkan blahwa implelmelntasi adalah 

tahap pelnting yang melngublah kelblijakan yang tellah dirancang melnjadi tindakan 

nyata, prosels ini melliblatkan pelnyusunan aturan pelndukung, pelngadaan sumblelr 

daya, selrta pelnelrapan langsung di masyarakat agar tujuan kelblijakan dapat 

telrcapai selcara elfelktif. 

2.2 Kebijakan 

Kelblijakan adalah kelputusan stratelgis yang melngatur pelmanfaatan dan 

pelmblagian sumblelr daya untuk kelpelntingan masyarakat luas. Kelblijakan ini lahir 

dari intelraksi komplelks antara blelragam gagasan, idelologi, dan kelpelntingan yang 

melrelflelksikan dinamika politik dalam suatu nelgara (Rizky & Mahardika: 2023). 

Melnurut Carl Frieldrich (Fitri: 2017), kelblijakan dapat dipahami selblagai suatu 

tindakan yang diarahkan untuk melncapai tujuan telrtelntu yang diajukan olelh 

selselorang, selkellompok orang, atau pelmelrintah dalam kondisi atau lingkungan 

telrtelntu. Tindakan telrselblut dilakukan delngan melmpelrtimblangkan blelrblagai 

hamblatan yang ada, samblil melncari pelluang yang melmungkinkan agar tujuan 

sasaran yang diinginkan telrcapai. 

Kelmudian melnurut (Nurholis elt al: 2022), kelblijakan melrupakan istilah yang 

blelrasal dari kata policy dalam blahasa inggris. Policy dapat dimaknai selblagai 

relncana kelgiatan atau pelrnyataan yang blelrisi tujuan-tujuan yang diusulkan atau 
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ditelrapkan olelh pelmelrintah maupun partai politik. Sellain itu, kelblijakan juga 

dapat blelrarti dokumeln telrtulis selpelrti kontrak pelnjamin atau pelnyataan relsmi. 

Delngan delmikian, kelblijakan melncakup blelrblagai blelntuk pelrelncanaan, tujuan, 

dan dokumeln relsmi yang dikelluarkan olelh pelmelrintah, partai politik, atau 

lelmblaga lainnya. 

Dari pelrnyataan diatas dapat disimpulkan blahwa  kelblijakan adalah kelputusan 

atau tindakan yang dibluat selcara sadar untuk melncapai tujuan telrtelntu delmi 

kelpelntingan masyarakat. Kelblijakan telrblelntuk dari prosels politik yang 

melliblatkan blelrblagai gagasan dan kelpelntingan, lalu diwujudkan dalam blelntuk 

relncana, tindakan nyata, atau dokumeln relsmi.  

2.3 Implementasi Kebijakan 

Implelmelntasi kelblijakan adalah prosels pellaksanaan yang melliblatkan 

blelrblagai aspelk, blaik yang blelrsifat telknis maupun nontelknis, telrmasuk cara orang 

melmandang kelblijakan telrselblut dan harapan yang melrelka miliki. Ada blanyak hal 

yang ikut melmpelngaruhi jalannya implelmelntasi, blahkan faktor-faktor yang 

blelrada di luar pellaksana kelblijakan dan masyarakat juga blisa blelrpelngaruh. Prosels 

implelmelntasi ini lelblih melnelkankan pada hal-hal telknis dan blukan pada kelgiatan 

politik yang bliasanya diukur dari suara atau dukungan masyarakat. Kelblelrhasilan 

atau kelgagalan dalam mellaksanakan kelblijakan melrupakan hasil dari kelrja selmua 

pihak yang telrliblat, telrmasuk pelran masyarakat di dalamnya (H & Jusri: 2021). 

Melnurut (Adellla & Rizky: 2023) melnyatakan blahwa implelmelntasi 

kelblijakan melmiliki cakupan yang sangat luas, melncakup pelranannya selblagai 

instrumeln dalam administrasi hukum selkaligus dianggap selblagai suatu felnomelna 
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yang komplelks, blaik selblagai prosels maupun hasil dari pelnelrapan kelblijakan 

telrselblut.  

Sellanjutnya melnurut Nugroho dalam (Silitonga: 2018), implelmelntasi 

kelblijakan pada dasarnya melrupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan agar 

tujuan kelblijakan dapat telrcapai. Dalam pellaksanaannya, telrdapat dua cara yang 

dapat ditelmpuh, yaitu delngan mellaksanakan kelblijakan telrselblut mellalui blelrblagai 

program konkrelt, atau melrumuskan kelblijakan turunan (delrivatif) selblagai tindak 

lanjut dari kelblijakan publlik yang tellah diteltapkan. 

Dari pelrnyataan di atas dapat disimpulkan blahwa implelmelntasi kelblijakan 

adalah prosels pelnting yang melliblatkan tindakan nyata untuk melnjalankan 

kelblijakan agar tujuan yang diinginkan telrcapai. Kelblelrhasilannya dipelngaruhi 

blanyak faktor selrta melmblutuhkan langkah nyata, blaik mellalui program langsung 

maupun kelblijakan turunan. 

2.4 Teori implementasi kebijakan 

Pada tahap inilah prosels implelmelntasi melnjadi sangat pelnting, karelna 

mellalui pellaksanaan yang blaik selbluah kelblijakan dapat blelnar-blelnar melmblelrikan 

dampak selsuai yang diharapkan. Dalam praktiknya, pellaksanaan kelblijakan selring 

kali dipelngaruhi olelh kondisi lapangan, kelmampuan pellaksana, selrta blelrblagai 

faktor lain yang ikut melnelntukan apakah kelblijakan blelrjalan selsuai tujuan atau 

tidak. Olelh karelna itu, telori atau modell implelmelntasi diblutuhkan selblagai 

peldoman untuk mellihat blagaimana kelblijakan ditelrapkan dan apa saja yang 

melmpelngaruhi kelblelrhasilannya. Salah satu modell yang blanyak digunakan untuk 
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melmahami prosels ini adalah modell yang dikelmblangkan olelh ELdward III 

melnurut (Amanel elt al: 2024), diantaranya: 

a) Komunikasi (Communication) 

Komunikasi sangat blelrpelngaruh dalam pellaksanaan kelblijakan, telrutama 

komunikasi yang dijalankan olelh para pihak yang telrliblat. Keltika pelmelrintah, 

lelmblaga swasta, masyarakat, dan pihak telrkait lainnya mampu blelrkomunikasi 

delngan blaik, maka tujuan, langkah pellaksanaan, dan harapan dari kelblijakan 

telrselblut blisa dipahami delngan jellas. Delngan blelgitu, prosels implelmelntasi 

kelblijakan dapat blelrjalan lancar. 

b) Sumblelrdaya (Relsourcel) 

Adapun ellelmeln pelnting dalam pellaksanaan kelblijakan yang melliputi 

sumblelrdaya manusia, sumblelrdaya matelrial, sumblelrdaya matelrial, dan 

sumblelrdaya meltodel. Diantara keltiga sumblelr daya telrselblut, sumblelr daya 

manusia melmiliki pelran paling selntral, karelna tidak hanya melnjadi pellaksana 

kelblijakan, teltapi juga obljelk dari kelblijakan itu selndiri. 

c) Disposisi atau Sikap Pellaksana (Dispotition or Attitudels) 

Disposisi atau sikap melrupakan kelmauan dan sikap pellaku kelblijakan untuk 

mellaksanakan kelblijakan selcara sungguh-sungguh agar tujuan telrcapai. Sikap 

ini muncul jika pellaku melrasa kelblijakan melnguntungkan organisasi dan 

dirinya, selrta didukung olelh pelngeltahuan yang melndalam. Dalam 

pellaksanaan, disposisi implelmelntator melliputi tiga aspelk: relspon telrhadap 

kelblijakan, pelmahaman kondisi kelblijakan, dan instansi prelfelrelnsi nilai yang 

dimiliki. 
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d) Struktur blirokrasi (BLurelaucratic Structurel) 

Struktur blirokrasi, mulai dari susunan organisasi, aturan kelrja,, hingga 

kelbliasaannya selhari-hari, ikut melnelntukan blagaimana selbluah kelblijakan 

dijalankan. Jika strukturnya rapi, elfisieln, dan mudah melnyelsuaikan diri, 

maka kelblijakan blisa dilaksanakan delngan blaik. Selblaliknya, jika blirokrasi 

telrlalu kaku dan lamblat, prosels pellaksanaannya blisa telrhamblat karelna sulit 

blelradaptasi delngan pelrublahan atau tantangan. Sellain itu, bludaya kelrja yang 

melndorong inovasi, kelrja sama, rasa tanggung jawabl juga sangat melmblantu 

agar blirokrasi dapat pelnjalankan kelblijakan delngan lelblih maksimal. 

2.5 Deskriptif Pengelolaan Sampah 

Sampah melnurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diblagi melnjadi 

blelblelrapa jelnis. Pelrtama, sampah rumah tangga, yaitu sampah yang blelrasal dari 

aktivitas selhari-hari di dalam rumah, kelcuali tinja dan sampah yang blelrsifat 

khusus. Keldua, sampah yang mirip delngan sampah rumah tangga, yaitu sampah 

dari telmpat selpelrti kawasan komelrsial, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

dan arela lainnya. Keltiga, ada sampah spelsifik, selpelrti sampah yang melngandung 

blahan blelrblahaya dan blelracun, sisa blelncana, puing blangunan, sampah yang 

blellum blisa diolah delngan telknologi yang ada, atau sampah yang muncul tidak 

selcara rutin. 

Melnurut (Simatupang elt al: 2021) sampah blelrasal dari blelrblagai aktivitas 

manusia dan melnjadi salah satu tantangan lingkungan. Dampak dari sampah tidak 

hanya melrusak lingkungan, teltapi juga melmblahayakan kelselhatan manusia, 
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selpelrti melnyelblablkan pelncelmaran, kelmatian tumbluhan dan helwan, selrta 

pelnyakit yang diselblablkan olelh organismel pelmblawa pelnyakit. Untuk melngurangi 

masalah ini, salah satu cara yang elfelktif adalah delngan melmilah sampah 

blelrdasarkan jelnisnya.  

Pelngellolaan sampah yang tidak dilakukan delngan blaik blisa minumblulkan 

blelrblagai dampak bluruk blagi kelselhatan manusia, lingkungan, hingga kelhidupan 

sosial dan bludaya masyarakat. Masalah yang muncul blisa blelrupa pelmandangan 

yang kotor, blau melnyelngat, dan munculnya telmpat blelrkelmblang bliaknya 

selrangga atau helwan yang dapat melmblawa pelnyakit, selpelrti pelnyelblabl delmam 

blelrdarah. Kondisi ini juga dapat melncelmari lingkungan selkitar. Telmpat umum 

telrmasuk pasar, sangat blelrisiko melnjadi sumblelr pelnularan pelnyakit karelna 

melnjadi telmpat blelrkumpulnya blanyak orang dan melnghasilkan blanyak sampah 

seltiap hari (Yuliah: 2020). 

BLelrdasarkan pelnyataan diatas dapat disimpulkan blahwa sampah blelrasal dari 

blelrblagai aktivitas manusia dan melmiliki blelblelrapa jelnis, selhingga pelrlu dikellola 

delngan blelnar. Jika pelngellolaannya bluruk, sampah dapat melncelmari lingkungan, 

melnimblulkan pelnyakit, dan melmblahayakan kelselhatan, telrutama di telmpat umum 

selpelrti pasar. Karelna itu, pelmilahan dan pelngellolaan sampah yang telpat sangat 

pelnting untuk melncelgah dampak nelgatif blagi masyarakat dan lingkungan. 
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2.6 Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 

Qanun Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 adalah pelraturan daelrah yang 

melngatur pelngellolaan sampah di Kablupateln Acelh Telngah. Qanun ini melncakup 

seljumlah aspelk pelnting telrkait pelngellolaan sampah delngan tujuan melnjaga 

kelblelrsihan dan kellelstarian lingkungan di daelrah telrselblut. 

Isi utama Qanun ini melliputi keltelntuan umum yang melnjellaskan cakupan 

dan delfinisi telrkait pelngellolaan sampah, asas dan tujuan pelngellolaan sampah 

yang blelrorielntasi pada pelrlingdungan lingkungan, selrta ruang lingkup 

pelngellolaan sampah yang melliblatkan pelran pelmelrintah kablupateln, pelmelrintah 

kampung, dan masyarakat. Qanun ini juga melngatur jelnis-jelnis sampah, tugas dan 

kelwelnangan pelmelrintah kablupateln selrta kampung dalam pelngellolaan sampah, 

selrta hak dan kelwajiblan masyarakat dalam prosels pelngellolaan sampah. 

Sellanjutnya, Qanun melneltapkan tata cara pelrizinan pelngellolaan sampah, 

melkanismel inselntif dan disinselntif untuk melndorong partisipasi aktif dari 

blelrblagai pihak, selrta pelngaturan pelmbliayan dan kompelnsasi telrkait pelngellolaan 

sampah. Reltriblusi pellayanan pelrsampahan juga diatur selcara jellas, telrmasuk 

larangan dalam pelngellolaan sampah yang mellanggar keltelntuan. Dalam qanun ini 

pun diatur melkanismel pelnyellelsaian selngkelta, pelmblinaan, pelngawasan, selrta 

sanksi administratif dan pidana blagi pellanggar aturan telrselblut. 

Lingkungan hidup yang selhat dan blaik melrupakan hak dasar yang harus 

dimiliki olelh selluruh warga Nelgara Indonelsia, selsuai delngan keltelntuan dalam 

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 1945. Di 

Kablupateln Acelh Telngah, pelrtumbluhan jumlah pelnduduk diselrtai pelrublahan pola 
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konsumsi masyarakat melnyelblablkan adanya pelningkatan pada volumel, jelnis, dan 

karaktelristik sampah yang pelrlu dikellola delngan telpat dan blelrtanggung jawabl. 

Dan untuk melnjalankan keltelntuan yang telrtuang dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 telntang Pelngellolaan sampah, selrta melrujuk pada pasal 44 ayat (1) 

Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 33 Tahun 2010 telntang Peldoman 

Pelngellolaan Sampah, maka pelngellolaan sampah harus dilaksanakan selcara 

sistelmatis dan selsuai aturan yang blelrlaku. 

Qanun ini dibluat delngan maksud melmblelrikan dasar hukum yang kuat blagi 

pelmelrintah Kablupateln dalam mellaksanakan pelngellolaan sampah di wilayahnya. 

Delngan adanya aturan ini, pelngellolaan sampah dapat dilakukan selcara telrstruktur 

dan telrarah selsuai kelblutuhan daelrah. Adapun tujuan utama dari pelneltapan Qanun 

ini melliputi blelblelrapa hal pelnting. 

1) Untuk melningkatkan kelselhatan masyarakat selkaligus melmpelrblaiki 

kualitas lingkungan lingkungan hidup di daelrah agar telrcipta lingkungan 

yang blelrsih dan aman. 

2) Untuk melmanfaatkan sampah selblagai sumblelr daya yang blelrnilai guna 

melngurangi limblah selrta melndukung pelngellolaan sampah yang 

blelrkellanjutan.  

3) Untuk melndorong partisipasi aktif masyarakat dalam melnangani 

pelngellolaan sampah, selhingga telrcipta kolablorasi antara pelmelrintah dan 

warga dalam melnjaga kelblelrsihan dan kellelstarian lingkungan di daelrah. 

Dari pelrnyataan diatas dapat disimpulkan blahwa, Qanun Acelh Telngah Nomor 

1 Tahun 2018 melnjadi dasar hukum pelnting untuk melngatur pelngellolaan sampah 
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selcara sistelmatis di daelrah telrselblut, delngan tujuan utama melnjaga kelblelrsihan, 

melningkatkan kelselhatan masyarakat, selrta melmanfaatkan sampah selblagai 

sumblelr daya yang blelrnilai. Qanun ini melnelkankan pelran aktif pelmelrintah, 

kampung, dan masyarakat dalam pelngellolaan sampah, selrta melndorong 

kolablorasi untuk melnciptakan linukungan yang blelrsih, aman, dan blelrkellanjutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan jelnis pelndelkatan delskriptif 

delngan analisis kualitatif. Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan delskriptif 

untuk melnggamblarkan keladaan selblelnarnya selcara jellas. Data dianalisis selcara 

kualitatif delngan fokus pada pelmahaman makna dan pola dari kata-kata selrta 

pelrilaku yang diamati. Delngan cara ini, pelnellitian dapat melmblelrikan gamblaran 

yang melndalam telntang felnomelna yang di telliti. 

Pelnellitian kualitatif adalah meltodel pelnellitian yang melnghasilkan telmuan-

telmuan yang tidak blisa didapat mellalui pelrhitungan angka, statistik, atau telknik 

pelngukuran lainnya. Pelnellitian ini lelblih melnelkankan pada pelmahaman yang 

melndalam telrhadap suatu felnomelna, pelrilaku, atau keljadian mellalui pelngamatan, 

wawancara, dan pelnellusuran langsung. Pelndelkatan ini melmblantu pelnelliti 

mellihat suatu masalah selcara lelblih ruas dan rinci, karelna fokusnya blukan pada 

angka, teltapi pada makna, pelngalaman, selrta prosels yang telrjadi di lapangan. 

Melnurut BLodgan dan Taylor (Murdiyanto: 2020), meltodologi kualitatif 

adalah suatu cara pelnellitian yang melnghasilkan data delskriptif blelrupa kata-kata, 

blaik yang ditulis maupun diucapkan olelh orang yang ditelliti, selrta pelrilaku yang 

melrelka tunjukkan. Pelnellitian kualitatif dilakukan dalam situasi alami dan blelrsifat 

melnggali atau melnelmukan selsuatu. Dalam pelndelkatan ini, pelnelliti melnjadi alat 

utama pelnellitian, selhingga pelnelliti harus melmiliki pelngeltahuan dan wawasan 

yang cukup agar mampu blelrtanya, melmahami, melnganalisis, dan melnyusun 
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kelmblali informasi yang dipelrolelh agar lelblih jellas. Pelnellitian kualitatif lelblih 

fokus pada makna dan dipelngaruhi olelh nilai-nilai yang ada dalam kontelks 

pelnellitian. 

Alasan pelnulis melnggunakan meltodel pelnellitian ini karelna pelnulis 

melngamblil judul telntang Implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Telntang 

Pelngellolaan Pelrsampahan di Kampung BLlang Kolak II. 

3.2 Kerangka Konsep 

Kelrangka konselptual, dikelnal juga selblagai kelrangka konselp, melrupakan suatu 

struktur pelmikiran yang blelrfungsi untuk melnjablarkan hublungan antar konselp 

selcara sistelmatis. Tujuannya adalah untuk melnyajikan gamblaran atau ilustrasi 

blelrupa asumsi yang melngaitkan variablell-variablell yang akan dianalisis dalam 

pelnellitian, dalam. BLelrikut ini adalah kelrangka konselp pelnellitian yang pelnulis 

susun. 
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3.3 Definisi Konsep 

Adapun delfinisi konselp dalam pelnellitian ini melncakup: 

a. Implelmelntasi adalah tahap pelnting yang melngublah kelblijakan yang 

tellah dirancang melnjadi tindakan nyata, prosels ini melliblatkan 

pelnyusunan aturan pelndukung, pelngadaan sumblelr daya, selrta 

pelnelrapan langsung di masyarakat agar tujuan kelblijakan dapat telrcapai 

selcara elfelktif. 

b. Kelblijakan adalah kelputusan atau tindakan yang dibluat selcara sadar 

untuk melncapai tujuan telrtelntu delmi kelpelntingan masyarakat. 

Kelblijakan telrblelntuk dari prosels politik yang melliblatkan blelrblagai 

gagasan dan kelpelntingan, lalu diwujudkan dalam blelntuk relncana, 

tindakan nyata, atau dokumeln relsmi. 

c. Implelmelntasi kelblijakan adalah prosels pelnting yang melliblatkan 

tindakan nyata untuk melnjalankan kelblijakan agar tujuan yang 

diinginkan telrcapai. Kelblelrhasilannya dipelngaruhi blanyak faktor selrta 

melmblutuhkan langkah nyata, blaik mellalui program langsung maupun 

kelblijakan turunan. 

d. Sampah blelrasal dari blelrblagai aktivitas manusia dan melmiliki blelblelrapa 

jelnis, selhingga pelrlu dikellola delngan blelnar. Jika pelngellolaannya bluruk, 

sampah dapat melncelmari lingkungan, melnimblulkan pelnyakit, dan 

melmblahayakan kelselhatan, telrutama di telmpat umum selpelrti pasar. 

Karelna itu, pelmilahan dan pelngellolaan sampah yang telpat sangat 
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pelnting untuk melncelgah dampak nelgatif blagi masyarakat dan 

lingkungan. 

e. Qanun Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 melnjadi dasar hukum 

pelnting untuk melngatur pelngellolaan sampah selcara sistelmatis di daelrah 

telrselblut, delngan tujuan utama melnjaga kelblelrsihan, melningkatkan 

kelselhatan masyarakat, selrta melmanfaatkan sampah selblagai sumblelr 

daya yang blelrnilai. Qanun ini melnelkankan pelran aktif pelmelrintah, 

kampung, dan masyarakat dalam pelngellolaan sampah, selrta melndorong 

kolablorasi untuk melnciptakan lingkungan yang blelrsih, aman, dan 

blelrkellanjutan. 

3.4 Kategorisasi  

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan telori implelmelntasi kelblijakan 

melnurut ELdward III, yang melnyatakan blahwa kelblelrhasilan implelmelntasi 

kelblijakan dipelngaruhi olelh elmpat variablell utama. Adapun katelgorisasi yang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah selblagai blelriku: 

1) Aspelk Komunikasi, dianalisis blagaimana pelsan kelblijakan melngelnai 

pelngellolaan sampah disampaikan dari pelmelrintah daelrah kelpada 

aparatur pellaksana dan masyarakat. Katelgorisasi ini melmblantu mellihat 

apakah instruksi melngelnai kelwajiblan peldagang, melkanismel 

pelngumpulan sampah, selrta pelnelgakan aturan sudah ditelrima selcara jellas 

atau justru masih melmblingungkan dan blellum dipahami delngan blaik olelh 

pihak yang melnjalankannya. 
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2) Aspelk Sumblelr Daya, melncakup kelmampuan aparatur, keltelrseldiaan 

peltugas kelblelrsihan, fasilitas selpelrti armada angkut, telmpat 

pelnampungan selmelntara, hingga dukungan anggaran. Delngan 

melngellompokkan blelrblagai ellelmeln ini kel dalam satu katelgori, dapat 

telrlihat seljauh mana kapasitas pelmelrintah daelrah melndukung 

telrlaksananya Qanun telrselblut. 

3) Aspelk Disposisi (sikap pellaksana), dianalisis sikap, komitmeln, dan 

kelmauan para pellaksana selrta masyarakat dalam melndukung kelblijakan 

pelngellolaan sampah. Mellalui katelgorisasi ini, pelnelliti dapat 

melmbleldakan antara kelndala telknis dan sikap, selhingga mudah 

diidelntifikasi apakah hamblatan lelblih blelrsifat pelrilaku atau administrasi. 

4) Aspelk Struktur BLirokrasi, melnyoroti alur kelrja, SOP, pelmblagian tugas 

antar-instansi, hingga koordinasi antarunit pellaksana. Delngan 

melngellompokkan selmua aspelk kellelmblagaan kel dalam katelgori ini, 

pelnelliti dapat melmahami apakah struktur organisasi sudah 

melmpelrmudah atau justru melmpelrlamblat prosels implelmelntasi qanun. 

Sellain itu, pelnellitian ini melninjau blagaimana Qanun Acelh Telngah Nomor 1 

Tahun 2018 telntang pelngellolaan pelrsampahan dijalankan dilapangan. Analisis 

dilakukan untuk melngeltahui apa yang sudah blelrjalan blaik dan apa yang masih 

melnjadi hamblatan dalam implelmelntasi kelblijakan telrselblut. 

3.5 Informan  

Narasumblelr dalam kontelks pelnellitian adalah individu yang mampu 

melmblelrikan keltelrangan selcara lisan melngelnai hal yang ingin dicari mellalui 



25 

 

 
 

prosels wawancara, ataupun mellalui jawablan telrtulis dalam bluku angkelt. Namun, 

tidak telrtutup kelmungkinan selorang informan tidak melngungkapkan selluruh 

informasi yang dimilikinya. Karelna itu pelnelliti pelrlu celrmat dalam melmpelrolelh 

data delngan cara melmblangun rasa pelrcaya, melnciptakan hublungan yang blaik, 

selrta blelkelrja sama delngan subljelk pelnellitian, samblil teltap melmpelrtahankan sikap 

kritis dan kelmampuan analisis. Pelnelliti juga dituntut melmahami karaktelr 

informan selcara lelblih melndalam dan melmilih orang yang blelnar-blelnar dapat 

diandalkan untuk melmblelrikan data yang telpat dan dapat dipelrcaya. 

Dalam pelnellitian telntang implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 

telntang Pelngellolaan Pelrsampahan di Pasar Paya Ilang, Kampung BLlang Kolak II, 

informan dipilih dari blelrblagai pihak yang melmiliki pelran pelnting dalam 

pellaksanaan kelblijakan kelblelrsihan dan pelngellolaan sampah, yaitu: 

1) Pelrwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kablupateln Acelh Telngah, yang 

blelrtugas melngellola kelblijakan, pelngawasan, dan pelngellolaan sistelm 

pelrsampahan daelrah 

2) Pelngellola unit pelrsampahan di wilayah Paya Ilang, yaitu pihak yang 

melmiliki tanggung jawabl langsung dalam melnelrapkan aturan kelblelrsihan 

selrta melngatur prosels pelngumpulan, pelngangkutan, dan pelngellolaan 

sampah di kawasan telrselblut 

3) Peltugas opelrasional pelrsampahan, yakni telnaga yang blelrtugas langsung 

di lapangan dan melmahami kondisi riil pelngellolaan sampah, telrmasuk 

blelrblagai tantangan dan elfelktivitas pelnelrapan kelblijakan pelrsampahan 
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4) Aparatur Kampung BLlang Kolak II, yang blelpelran dalam melndukung 

pellaksanaan Qanun mellalui koordinasi antara masyarakat dan pihak pasar 

5) Masyarakat yang blelrmukim di selkitar kawasan Paya Ilang dan BLlang 

Kolak II, yaitu kellompok warga yang dapat melmblelrikan pelnilaian 

melngelnai blagaimana pelngellolaan sampah dijalankan selrta dampaknya 

telrhadap kondisi lingkungan, kelnyamanan, dan kelselhatan masyarakat 

selkitarnya 

6) Tokoh adat / tokoh agama di kampung BLlang Kolak II, yang blelrpelran 

dalam melmblelrikan pelnilaian dan keltelrangan melngelnai norma, nilai, dan 

praktik sosial kelagamaan yang melmpelngaruhi pelrilaku pelngellolaan 

sampah di pasar paya ilang selrta pelran melrelka dalam melmblelntuk 

kelsadaran dan upaya pelnyellelsaian masalah sampah di masyarakat selkitar 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data melnjadi salah satu tahapan pelnting dalam suatu 

pelnellitian karelna blelrpelngaruh telrhadap keltelpatan selrta kualitas informasi yang 

dipelrolelh. Pada pelnellitian ini, prosels pelngumpulan data dilakukan mellalui 

wawancara selmi telrstruktur. Meltodel ini dilaksanakan delngan melmanfaatkan 

peldoman pelrtanyaan yang tellah disusun telrlelblih dahulu selblagai acuan dalam 

prosels wawancara. Kelgiatan wawancara dilakukan kelpada informan yang tellah 

diteltapkan guna melmpelrolelh informasi selcara lelblih melndalam, namun teltap 

melmblelri ruang blagi pelnelliti untuk melnyelsuaikan pelrtanyaan delngan situasi yang 

ditelmui di lapangan. Delngan melnggunakan telknik telrselblut, data yang dipelrolelh 
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diharapkan mampu melmblelrikan gamblaran yang lelblih jellas selrta dapat digunakan 

selblagai dasar dalam prosels analisis pelnellitian.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis katelgorisasi melrupakan salah satu tahapan pelnting dalam prosels 

analisis data pada pelnellitian kualitatif. Pada tahap ini, pelnelliti mellakukan 

pelngolahan data delngan cara melnata, melmilih, selrta melmusatkan pelrhatian pada 

informasi yang rellelvan delngan fokus pelnellitian. Data yang dipelrolelh dari 

lapangan pada umumnya masih blelrsifat luas dan tidak telrstruktur, selhingga pelrlu 

diseldelrhanakan dan diorganisasikan agar lelblih mudah dipahami selrta dianalisis. 

Prosels ini blelrtujuan untuk melngublah data awal yang masih melntah melnjadi 

informasi yang lelblih sistelmatis selhingga dapat melmblantu pelnelliti dalam 

melmahami makna yang telrkandung di dalamnya. 

Dalam pelnellitian kualitatif, data bliasanya dipelrolelh dari blelrblagai sumblelr, 

selpelrti hasil wawancara, catatan oblselrvasi, dokumeln,  maupun blelntuk narasi 

lainnya. Selluruh data telrselblut kelmudian dianalisis mellalui prosels 

pelngellompokkan blelrdasarkan kelsamaan makna atau telma telrtelntu. Mellalui 

prosels telrselblut, pelnelliti dapat melngidelntifikasi pola, hublungan, selrta 

kelcelndelrungan yang muncul dari data yang dipelrolelh selhingga dapat digunakan 

selblagai dasar dalam pelnarikan kelsimpulan pelnelliti.  

Prosels analisis data dilakukan mellalui blelblelrapa tahapan, yaitu 

pelngumpulan data, pelngellompokan data kel dalam katelgori telrtelntu, analisis 

telrhadap seltiap katelgori, selrta pelnarikan kelsimpulan dari selluruh data yang tellah 

dianalisis. Pada tahap pelngellompokan, data yang melmiliki kelsamaan makna atau 
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blelrkaitan delngan fokus pelnellitian dimasukkan kel dalam katelgori yang sama. 

Sellanjutnya, seltiap katelgori dianalisis untuk melngeltahui informasi yang pelnting 

yang telrkandung di dalamnya. 

Dalam pelnellitian ini, analisis data dilakukan delngan melngumpulkan 

selluruh data yang dipelrolelh dari prosels wawancara, oblselrvasi, dan dokumelntasi. 

Data telrselblut kelmudian disellelksi dan dikellompokkan kel dalam blelblelrapa 

katelgori yang tellah ditelntukan selsuai delngan fokus pelnellitian. Pelmahaman yang 

lelblih melndalam melngelnai felnomelna yang ditelliti. Sellanjutnya, hasil analisis dari 

masing-masing katelgori dirangkum dan disusun selcara sistelmatis selhingga 

melnghasilkan kelsimpulan umum yang melnggamblarkan hasil pelnellitian selcara 

kelselluruhan (Milels elt al: 2018). 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan mulai dari tahap pelngajuan judul hingga pellaksanaan 

dan pelnyellelsaian pelnellitian yang direlncanakan sampai blulan april delngan lokasi 

utama di Kampung BLlang Kolak II, Kelcamatan BLelblelseln, Kablupateln Acelh 

Telngah, khususnya di arela Pasar Paya Ilang. Fokus pelnellitian adalah pada 

pellaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telntang Pelngellolaan Pelrsampahan, 

delngan tujuan untuk melngkaji selcara langsung blagaimana kelblijakan telrselblut 

ditelrapkan di lapangan selrta melnilai selblelrapa elfelktif kelblijakan ini dalam 

melningkatkan pelngellolaan sampah di masyarakat selkitar. 
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3.9 Sistematika Penulisan 

BAB I : PELNDAHULUAN 

 BLabl ini blelrisi uraian melngelnai latar blellakang masalah,           

rumusan masalah, tujuan pelnellitian, dan manfaat 

pelnellitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

 BLabl ini blelrisi telntang implelmelntasi, kelblijakan, 

implelmelntasi        kelblijakan, telori implelmelntasi 

kelblijakan, delskriptif  pelngellolaan sampah, dan Qanun 

Acelh Telngah Nomor 1 Tahun   2018. 

BAB III : MELTODEL PELNELLITIAN 

 BLabl ini melmaparkan jelnis pelnellitan, kelrangka konselp, 

delfinisi konselp, katelgorisasi, informan atau narasumblelr, 

telknik pelngumpulan data, telknik analisis data, waktu dan 

lokasi pelnellitian, dan sistelmatika pelnulisan. 

BAB IV          : HASIL PELNELLITIAN DAN PELMBLAHASAN 

 BLabl ini blelrisi telntang analisis hasil wawancara delngan   

informan dan pelmblahasan 

BAB V            : PELNUTUP 

BLabl ini melmaparkan Kelsimpulan dan saran dari 

pelnellitian yang tellah diblahas di blabl selblellumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Prosels pelngumpulan data dalam pelnellitian ini dilakukan mellalui telknik 

wawancara. Wawancara melrupakan kelgiatan tanya jawabl yang dilakukan selcara 

langsung atau tatap muka antara pelnelliti selblagai pelwawancara delngan relspondeln 

atau informan yang melnjadi sumblelr informasi. Mellalui meltodel ini, pelnelliti dapat 

melmpelrolelh data yang lelblih melndalam selrta melmahami selcara langsung 

pandangan dan pelngalaman informan telrkait delngan pelrmasalahan yang ditelliti. 

Dalam pellaksanaannya, pelnelliti telrlelblih dahulu melnyusun seljumlah 

pelrtanyaan yang diselsuaikan delngan indikator-indikator pelnellitian. Pelrtanyaan 

telrselblut kelmudian diajukan kelpada masing-masing narasumblelr untuk melnggali 

informasi yang rellelvan delngan fokus pelnellitian. Prosels wawancara ini dilakukan 

selcara sistelmatis agar data yang dipelrolelh lelblih akurat, jellas, dan selsuai delngan 

kelblutuhan pelnellitian. 

Pelnggunaan meltodel wawancara dipilih karelna dinilai mampu melmblantu 

pelnelliti dalam melmpelrolelh informasi yang lelblih elfelktif, telrutama yang blelrkaitan 

delngan pelngalaman, pandangan, selrta pelnjellasan langsung dari para narasumblelr 

melngelnai felnomelna yang seldang ditelliti. Delngan delmikian, data yang dipelrolelh 

diharapkan dapat melmblelrikan gamblaran yang lelblih komprelhelnsif dan 

melndukung analisis dalam pelnellitian ini. 
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4.2 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan kategorisasi 

4.2.1 Aspek Komunikasi 

Aspelk komunikasi dalam pellaksanaan kelblijakan melrupakan prosels 

pelnyampaian informasi, arahan, dan pelnjellasan dari pelmelrintah kelpada pihak 

yang mellaksanakan kelblijakan maupun kelpada masyarakat. Komunikasi ini 

blelrtujuan agar isi kelblijakan dapat dipahami delngan jellas olelh selmua pihak yang 

telrliblat. 

4.2.1.1 Sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan 

pelaksana Kebijakan di Lapangan 

Sosialisasi Qanun Kablupateln Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 telntang 

pelngellolaan pelrsampahan kelpada masyarakat dan pellaksana kelblijakan di 

lapangan melrupakan kelgiatan pelngumpulan informasi selrta pelmahaman 

melngelnai aturan pelngellolaan sampah yang tellah diteltapkan olelh pelmelrintah 

daelrah. Kelgiatan ini bliasanya dilakukan olelh instansi telrkait, selpelrti Dinas 

Lingkungan Hidup, mellalui pelrtelmuan delngan aparatur kampung, tokoh 

masyarakat, selrta warga seltelmpat. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana prosels sosialisasi Qanun Nomor 

1 Tahun 2018 kelpada masyarakat dan pellaksana kelblijakan di lapangan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, 

S.H / Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan prosels sosialisasi Qanun 

Nomor 1 Tahun 2018 Kablupateln Acelh Telngah 

telntang pelngellolaan pelrsampahan kelpada 

masyarakat dan pellaksana kelblijakan di lapangan 

blellum dijellaskan selcara rinci dalam hasil telmuan. 

Namun, pada umumnya sosialisasi pelraturan 

daelrah dilakukan mellalui blelblelrapa tahapan. 

Pelmelrintah daelrah melnyelblarluaskan informasi 

mellalui meldia massa, welblsitel relsmi pelmelrintah, 

dan meldia sosial agar masyarakat melngeltahui isi 

kelblijakan telrselblut. Sellain itu, dilakukan pellatihan 

dan pelnyuluhan kelpada pellaksana kelblijakan di 

lapangan, selpelrti peltugas kelblelrsihan dan 

masyarakat, telrkait isi selrta implelmelntasi qanun. 

Pelmelrintah daelrah juga mellaksanakan sosialisasi 

selcara langsung mellalui kelgiatan kelmasyarakatan, 

selpelrti pelrtelmuan warga, diskusi publlik, dan 

kelgiatan komunitas. Di samping itu, pelmelrintah 

blelkelrja sama delngan lelmblaga telrkait, selpelrti 

organisasi masyarakat dan lelmblaga swadaya 

masyarakat, untuk melmblantu pelnyelblarluasan 

informasi selrta melningkatkan pelmahaman 

masyarakat telrhadap pelngellolaan sampah. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan sosialisasi Qanun Nomor 1 

Tahun 2018 bliasanya dilakukan mellalui pelnyuluhan 

kelpada masyarakat, pelrtelmuan warga, selrta 

pelnyampaian informasi dari pelmelrintah daelrah 

mellalui meldia dan aparat kampung. Dari unit 

pelngellolaan, kami juga ikut melnyampaikan aturan 

pelngellolaan sampah kelpada masyarakat saat 

kelgiatan di lapangan agar masyarakat melmahami 

aturan yang blelrlaku. 
3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan  kami bliasanya melngeltahui 

aturan dari arahan dinas dan atasan. Sosialisasi 

kelpada masyarakat dilakukan saat kelgiatan di 

lapangan atau mellalui pelnyuluhan dari pelmelrintah. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

sosialisasi Qanun Kablupateln Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018 telntang 

Pelngellolaan Pelrsampahan dilakukan mellalui pelnyuluhan kelpada masyarakat, 

pelrtelmuan warga, pelnyampaian informasi olelh pelmelrintah daelrah mellalui meldia, 
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selrta arahan dari dinas kelpada peltugas di lapangan. Sosialisasi telrselblut juga 

dilakukan selcara langsung saat kelgiatan pelngellolaan sampah blelrlangsung agar 

masyarakat dan peltugas melmahami aturan pelngellolaan pelrsampahan yang 

blelrlaku. 

4.2.1.2 Informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan 

masyarakat terkait pengelolaan persampahan 

Informasi atau instansi yang diblelrikan kelpada peltugas dan masyarakat telrkait 

pelngellolaan pelrsampahan melrupakan blelntuk arahan dari pelmelrintah atau 

instansi yang blelrwelnang melngelnai cara pelngellolaan sampah yang blelnar selsuai 

delngan aturan yang blelrlaku. Informasi telrselblut bliasanya disampaikan mellalui 

kelgiatan sosialisasi, pelrtelmuan masyarakat, pelnyuluhan lingkungan, selrta 

koordinasi delngan aparat kampung dan peltugas kelblelrsihan.  

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana keljellasan informasi atau 

intruksi yang diblelrikan kelpada peltugas dan masyarakat telrkait pelngellolaan 

pelrsampahan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, 

S.H / Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan keljellasan informasi yang 

diblelrikan kelpada peltugas maupun masyarakat 

telrkait pelngellolaan pelrsampahan dapat dilihat dari 

keltelrseldiaan sumblelr informasi relsmi pelmelrintah 

daelrah, selpelrti welblsitel Dinas Lingkungan Hidup 

Kablupateln Acelh Telngah. Mellalui meldia telrselblut 

disampaikan blelrblagai informasi melngelnai 

pelngellolaan sampah, telrmasuk kelblijakan, program, 

selrta kelgiatan pelngellolaan pelrsampahan di 

Kampung BLlang Kolak II dan wilayah Kablupateln 

Acelh Telngah selcara umum. 

Pelnyampaian informasi ini blelrtujuan melmblelrikan 

peldoman yang jellas blagi peltugas dalam 

melnjalankan tugas selrta melningkatkan pelmahaman 

masyarakat melngelnai tata cara pelngellolaan 

sampah yang blaik dan selsuai delngan keltelntuan 

yang blelrlaku. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan informasi telrkait pelngellolaan 

sampah sudah cukup jellas karelna ada peldoman 

dari dinas dan informasi relsmi pelmelrintah. Peltugas 

melndapat arahan dari dinas, seldangkan masyarakat 

diblelrikan pelnjellasan mellalui sosialisasi dan 

pelnyuluhan telrkait tata cara pelngellolaan sampah. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan peltugas melndapat instruksi 

kelrja yang jellas dari atasan telrkait pelngangkutan 

dan pelngellolaan sampah. Masyarakat juga diblelri 

arahan telntang cara melmbluang sampah yang 

blelnar. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

keljellasan informasi melngelnai pelngellolaan pelrsampahan tellah disampaikan olelh 

pelmelrintah daelrah mellalui sumblelr informasi relsmi selrta arahan dari dinas 

kelpada peltugas di lapangan. Peltugas melmpelrolelh peldoman kelrja yang jellas 

telrkait pellaksanaan tugas pelngellolaan sampah, seldangkan masyarakat 

melndapatkan pelnjellasan mellalui kelgiatan sosialisasi dan pelnyuluhan selhingga 

dapat melmahami tata cara pelngellolaan sampah yang selsuai delngan keltelntuan 

yang blelrlaku. 
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4.2.1.3 Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah 

Koordinasi dan komunikasi antar instansi pelmelrintah dalam pellaksanaan 

pelngellolaan sampah melrupakan kelrja sama antara lelmblaga pelmelrintahan yang 

telrkait untuk melnjalankan tugas dan tanggung jawabl masing-masing selcara 

telrarah. Mellalui koordinasi telrselblut, instansi pelmelrintah saling melnyampaikan 

informasi, melmblagi pelran, selrta melnyellelsaikan pelrmasalahan yang telrjadi di 

lapangan agar pelngellolaan pelrsampahan dapat blelrjalan delngeln elfelktif dan selsuai 

delngan keltelntuan yang tellah diteltapkan.  

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana koordinasi dan komunikasi antar 

instansi pelmelrintah dalam pellaksanaan pelngellolaan sampah”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan koordinasi dan komunikasi 

antarinstansi pelmelrintah dalam pellaksanaan 

pelngellolaan sampah dilakukan mellalui blelrblagai 

relgulasi dan kelblijakan yang tellah diteltapkan olelh 

pelmelrintah daelrah. Hal ini antara lain melngacu 

pada Kelputusan BLupati Acelh Telngah Nomor 660 

telntang pelta jalan (roadmap) relncana aksi 

pelrcelpatan pelngellolaan sampah tahun 2025–2026, 

Standar Opelrasional Proseldur (SOP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kablupateln Acelh Telngah Tahun 

2021, selrta blelblelrapa Pelraturan BLupati yang 

melngatur struktur organisasi, jelnis usaha yang 

wajibl melmiliki dokumeln pelngellolaan lingkungan 

hidup (UKL-UPL atau SPPL), dan kelblijakan 

pelngurangan pelnggunaan plastik selkali pakai. 

Sellain itu, koordinasi juga dipelrkuat mellalui surat 

eldaran dan kelblijakan daelrah telrkait pelnanganan 

darurat sampah. Delngan adanya blelrblagai relgulasi 

telrselblut, komunikasi antarinstansi diharapkan 

blelrjalan selcara telrarah dan telrkoordinasi dalam 

melndukung kelblelrhasilan pelngellolaan 

pelrsampahan. 
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2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan koordinasi dilakukan mellalui 

kelblijakan dan arahan dari pelmelrintah daelrah selrta 

dinas telrkait. Dalam pellaksanaannya, unit 

pelngellolaan melngikuti SOP yang tellah diteltapkan 

dan blelrkoordinasi delngan dinas lingkungan hidup 

selrta aparat kampung. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan koordinasi dilakukan mellalui 

dinas dan atasan. Kami melngikuti arahan kelrja 

selsuai jadwal dan proseldur yang tellah ditelntukan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam pelngellolaan pelrsampahan 

dilaksanakan mellalui kelblijakan dan relgulasi yang diteltapkan olelh pelmelrintah 

daelrah selrta arahan dari dinas telrkait. Pellaksanaan di lapangan dilakukan delngan 

melngikuti standar opelrasional proseldur (SOP) yang blelrlaku selrta mellalui 

koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), unit pelngellolaan, dan aparat 

kampung agar kelgiatan pelngellolaan sampah dapat blelrjalan selcara telrarah dan 

telrkoordinasi. 

4.2.1.4 Kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan 

bagaimana upaya mengatasinya 

Kelndala dalam pelnyampaian informasi kelblijakan bliasanya diselblablkan olelh 

kurangnya pelmahaman masyarakat telrhadap isi kelblijakan, relndahnya partisipasi 

dalam kelgiatan sosialisasi, selrta telrblatasnya meldia pelnyampaian informasi. 

Untuk melngatasinya, pelmelrintah dan instansi telrkait mellakukan sosialisasi selcara 

blelrkellanjutan, melningkatkan koordinasi delngan aparat kampung dan tokoh 

masyarakat, selrta melnyampaikan informasi mellalui pelrtelmuan masyarakat atas 

pelnyuluhan agar kelblijakan dapat dipahami dan ditelrapkan delngan blaik. 
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BLelrikut matriks jawablan telntang “Apa kelndala yang dihadapi dalam 

pelnyampaian informasi kelblijakan dan blagaimana upaya melngatasinya”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan keltelrblatasan sumblelr daya 

dalam pelngellolaan pelrsampahan melnimblulkan 

blelblelrapa dampak telrhadap pellaksanaan kelblijakan. 

Dampak yang dirasakan antara lain melnurunnya 

kinelrja pelngellolaan pelrsampahan selrta blellum 

optimalnya pelncapaian targelt pelmelrintah daelrah 

selblagaimana telrtuang dalam Relncana Kelrja 

(Relnja) dan Relncana Stratelgis (Relnstra) 

Kablupateln Acelh Telngah. 

Adapun kelndala yang dihadapi melliputi 

keltelrblatasan dalam pellaksanaan akuntablilitas 

tugas dan fungsi, hamblatan dalam kelrja sama 

delngan lelmblaga telrkait di blidang lingkungan 

hidup, selrta kurang optimalnya pelngelmblangan 

kapasitas aparatur dalam pelngellolaan 

pelrsampahan selsuai peltunjuk telknis dan targelt 

pelmblangunan daelrah. Kondisi telrselblut turut 

melmpelngaruhi pelncapaian visi dan misi 

pelmelrintah daelrah dalam pelngellolaan lingkungan 

yang blelrkellanjutan. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan keltelrblatasan anggaran dan 

fasilitas blelrdampak pada pellayanan pelngellolaan 

sampah yang blellum maksimal. Sellain itu, 

pelncapaian targelt program juga melnjadi kurang 

optimal. 
3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan kelndala di lapangan bliasanya 

karelna aksels jalan sulit dan jaringan komunikasi 

telrblatas. Kadang kondisi cuaca juga melnghamblat 

pelkelrjaan. BLiasanya disiasati delngan koordinasi 

langsung delngan aparat kampung. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

keltelrblatasan sumblelr daya, blaik dari selgi anggaran, fasilitas, maupun kapasitas 

aparatur, melnjadi kelndala dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan. Kondisi 

telrselblut blelrdampak pada blellum optimalnya pellayanan pelngellolaan sampah selrta 

pelncapaian targelt program pelmelrintah daelrah dalam pelngellolaan lingkungan. 
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4.2.2 Aspek Sumber Daya 

      Aspelk sumblelr daya dalam pellaksanaan kelblijakan melrupakan 

keltelrseldiaan blelrblagai unsur yang diblutuhkan untuk melndukung 

telrlaksananya kelblijakan selcara elfelktif. Sumblelr daya telrselblut melliputi 

sumblelr daya manusia, anggaran, selrta sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam kelgiatan pellaksanaan kelblijakan. 

4.2.2.1 Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan 

persampahan di Kampung Blang Kolak II 

Keltelrseldiaan sumblelr daya manusia dalam pellaksanaan pelngellolaan 

pelrsampahan di selkitar arela TPS Kampung BLlang Kolak II blelrkaitan delngan 

jumlah selrta kelmampuan peltugas yang telrliblat dalam kelgiatan pelngumpulan, 

pelngangkutan, dan pelngawasan sampah. Keltelrseldiaan peltugas kelblelrsihan, 

apparat kampung, selrta partisipasi Masyarakat sangat blelrrpelngaruh telrhadap 

kellancaran pelngellolaan sampah di lingkungan telrselblut. Jika jumlah dan pelran 

sumblelr daya manusia melncukupi, maka pelngellolaan sampah di selkitar TPS dapat 

blelrjalan telrtibl dan melmblantu melnjaga kelblelrsihan lingkungan. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana keltelrseldiaan sumblelr daya 

manusia dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan di selkitar arela TPS di 

Kampung BLlang Kolak II”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan keltelrseldiaan sumblelr daya 

manusia dalam pellaksanaan pelngellolaan 

pelrsampahan dinilai cukup melmadai. Aparatur dan 

peltugas tellah diblelkali delngan peldoman kelrja 

blelrdasarkan Standar Opelrasional Proseldur (SOP) 

dari instansi telrkait. Sellain itu, pellaksanaan tugas 

juga melngacu pada uraian Analisis Jablatan (Anjabl) 

dan Analisis BLelblan Kelrja (ABLK), khususnya pada 

blidang pelngellolaan sampah, limblah blahan 

blelrblahaya dan blelracun, selrta kelgiatan 

pelningkatan kapasitas aparatur. 

Delngan adanya peldoman telrselblut, pellaksanaan 

tugas pelngellolaan pelrsampahan dapat dilakukan 

selsuai delngan fungsi dan tanggung jawabl masing-

masing peltugas. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan jumlah peltugas pelngellolaan 

sampah cukup telrseldia dan blelkelrja selsuai tugas 

masing-masing. Peltugas sudah melmiliki peldoman 

kelrja blelrdasarkan SOP dan pelmblagian tugas dari 

dinas. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan peltugas yang ada blelkelrja 

selsuai tugas masing-masing, walaupun jumlahnya 

kadang telrasa telrblatas saat pelkelrjaan melningkat. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

keltelrseldiaan sumblelr daya manusia dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan 

pada umumnya sudah cukup melmadai dan peltugas tellah blelkelrja selsuai delngan 

tugas selrta peldoman kelrja yang diteltapkan mellalui SOP dan pelmblagian tugas 

dari dinas telrkait. Namun, dalam kondisi telrtelntu jumlah peltugas masih dirasakan 

telrblatas keltika volumel pelkelrjaan melningkat. 
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4.2.2.2 Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada 

pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya 

Kondisi sarana dan prasarana pelndukung selpelrti TPS, armada pelngangkut, 

dan fasilitas pelngellolaan sampah lainnya sangat blelrpelngaruh telrhadap kellancaran 

pelngellolaan pelrsampahan. Keltelrseldiaan dan kondisi fasilitas yang melmadai 

melmblantu prosels pelngumpulan, pelnampungan, selrta pelngangkut sampah 

blelrjalan lelblih elfelktif selhingga dapat melndukung telrciptanya lingkungan yang 

blelrsih dan telrtata. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana kondisi sarana dan prasarana 

pelndukung selpelrti TPS, armada pelngangkut, dan fasilitas pelngellolaan sampah 

lainnya”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan kondisi sarana dan prasarana 

pelndukung pelngellolaan pelrsampahan selcara umum 

dinilai cukup blaik dan blelrfungsi selsuai delngan 

kelblutuhan opelrasional. Fasilitas selpelrti telmpat 

pelnampungan selmelntara (TPS), armada 

pelngangkut sampah, selrta sarana pelndukung 

lainnya digunakan selcara rutin selsuai delngan 

standar opelrasional yang tellah diteltapkan olelh 

dinas telrkait. 

Pelmanfaatan sarana dan prasarana telrselblut 

melndukung kellancaran kelgiatan pelngumpulan dan 

pelngangkutan sampah, melskipun masih 

melmelrlukan pelmelliharaan selcara blelrkala agar 

teltap optimal. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan peltugas blelrupaya melnelrtiblkan 

pelngellolaan sampah dan melmblelri arahan kelpada 

masyarakat. Kelsadaran masyarakat sudah cukup 

blaik, teltapi masih pelrlu ditingkatkan. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan armada pelngangkut dan 

fasilitas kelrja telrseldia dan digunakan seltiap hari, 

namun kadang pelrlu pelrblaikan atau pelrawatan. 
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BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

sarana dan prasarana pelndukung pelngellolaan pelrsampahan pada umumnya tellah 

telrseldia dan digunakan untuk melndukung kelgiatan opelrasional, selpelrti 

pelngumpulan dan pelngangkutan sampah. Namun, blelblelrapa fasilitas masih 

melmelrlukan pelrawatan selcara blelrkala agar teltap blelrfungsi selcara optimal. 

4.2.2.3 Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam 

implementasi Qanun pengelolaan persampahan 

Dukungan anggaran dan fasilitas dari pelmelrintah dalam implelmelntasi Qanun 

pelngellolaan pelrsampahan blelrpelran pelnting dalam melnunjang pellaksanaan 

kelgiatan pelngellolaan sampah. Anggaran telrselblut digunakan untuk pelnyeldiaan 

sarana dan prasarana, opelrasional peltugas, selrta kelgiatan pelndukung lainnya 

selhingga pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan dapat blelrjalan lelblih elfelktif dan 

selsuai delngan keltelntuan yang tellah diteltapkan. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana dukungan anggaran dan 

fasilitas dari pelmelrintah dalam implelmelntasi Qanun Pelngellolaan Pelrsampahan”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan dukungan anggaran dari 

pelmelrintah daelrah telrseldia telrutama untuk 

pelmelliharaan sarana dan prasarana pelngellolaan 

pelrsampahan. Namun, pellaksanaan pelngellolaan 

sampah selcara melnyelluruh masih melnghadapi 

keltelrblatasan anggaran akiblat adanya kelblijakan 

elfisielnsi anggaran di Kablupateln Acelh Telngah. 

Kondisi telrselblut blelrpelngaruh telrhadap 

optimalisasi program pelngellolaan pelrsampahan, 

khususnya dalam pelngelmblangan fasilitas, 

pelningkatan layanan, dan pellaksanaan kelgiatan 

pelndukung lainnya. 
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2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan anggaran telrseldia telrutama 

untuk pelmelliharaan sarana dan prasarana. Namun, 

keltelrblatasan anggaran masih melnjadi kelndala 

dalam pelngelmblangan program pelngellolaan 

sampah. 
3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan fasilitas kelrja telrseldia, teltapi 

pelngadaan dan pelrblaikan sarana masih telrblatas 

karelna keltelrblatasan anggaran. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

dukungan anggaran dari pelmelrintah daelrah dalam pelngellolaan pelrsampahan pada 

umumnya telrseldia, telrutama untuk pelmelliharaan sarana dan prasarana. Namun, 

keltelrblatasan anggaran masih melnjadi kelndala selhingga pellaksanaan dan 

pelngelmblangan program pelngellolaan pelrsampahan blellum dapat blelrjalan selcara 

optimal. 

4.2.2.4 Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan 

bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan 

Kelndala yang dihadapi telrkait keltelrblatasan sumblelr daya bliasanya melliputi 

kurangnya jumlah peltugas, telrblatasnya sarana dan prasarana, selrta keltelrblatasan 

anggaran. Kondisi telrselblut dapat melmpelngaruhi kellancaran pellaksanaan 

kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan, selpelrti prosels pelngumpulan, pelngangkutan, 

dan pelngawasan sampah yang melnjadi kurang optimal di lapangan. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “Apa kelndala yang dihadapi telrkait 

keltelrblatasan sumblelr daya dan blagaimana dampaknya telrhadap pellaksanaan 

kelblijakan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan keltelrblatasan sumblelr daya 

dalam pelngellolaan pelrsampahan melnimblulkan 

blelblelrapa dampak telrhadap pellaksanaan kelblijakan. 

Dampak yang dirasakan antara lain melnurunnya 

kinelrja pelngellolaan pelrsampahan selrta blellum 

optimalnya pelncapaian targelt pelmelrintah daelrah 

selblagaimana telrtuang dalam Relncana Kelrja 

(Relnja) dan Relncana Stratelgis (Relnstra) 

Kablupateln Acelh Telngah. 

Adapun kelndala yang dihadapi melliputi 

keltelrblatasan dalam pellaksanaan akuntablilitas 

tugas dan fungsi, hamblatan dalam kelrja sama 

delngan lelmblaga telrkait di blidang lingkungan 

hidup, selrta kurang optimalnya pelngelmblangan 

kapasitas aparatur dalam pelngellolaan 

pelrsampahan selsuai peltunjuk telknis dan targelt 

pelmblangunan daelrah. Kondisi telrselblut turut 

melmpelngaruhi pelncapaian visi dan misi 

pelmelrintah daelrah dalam pelngellolaan lingkungan 

yang blelrkellanjutan. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan keltelrblatasan anggaran dan 

fasilitas blelrdampak pada pellayanan pelngellolaan 

sampah yang blellum maksimal. Sellain itu, 

pelncapaian targelt program juga melnjadi kurang 

optimal. 
3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan keltelrblatasan fasilitas dan 

telnaga kelrja dapat melmpelngaruhi kellancaran 

pelngangkutan sampah dan melmbluat pelkelrjaan 

melnjadi lelblih blelrat. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

keltelrblatasan sumblelr daya, blaik dari selgi anggaran, fasilitas, maupun telnaga 

kelrja, masih melnjadi kelndala dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan. 

Kondisi telrselblut blelrdampak pada blellum optimalnya pellayanan pelngellolaan 

sampah selrta pelncapaian targelt program pelmelrintah daelrah. 

 

 



44 

 

 
 

4.2.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana 

      Aspelk disposisi atau sikap pellaksana melrupakan sikap, komitmeln, dan 

tanggung jawabl aparatur dalam melnjalankan suatu kelblijakan yang tellah 

diteltapkan. Aspelk ini blelrkaitan delngan kelseldiaan dan kelsungguhan 

pellaksana kelblijakan dalam mellaksanakan tugas selsuai delngan aturan selrta 

tujuan kelblijakan yang tellah ditelntukan. 

4.2.3.1 Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam 

menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan 

Komitmeln dan tanggung jawabl aparatur pellaksana dalam melnjalankan 

kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan telrcelrmin dari kelsungguhan peltugas dan 

instansi telrkait dalam mellaksanakan tugas selsuai delngan aturan yang tellah 

diteltapkan. Hal ini melliputi pellaksanaan pelngawasan, pelngellolaan, selrta 

pellayanan kelblelrsihan lingkungan selcara konsisteln. Komitmeln yang blaik dari 

aparatur pellaksana sangat blelrpelngaruh telrhadap kellancaran pellaksanaan 

kelblijakan selhingga pelngellolaan pelrsampahan dapat blelrjalan lelblih telrtibl dan 

elfelktif.  

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana komitmeln dan tanggung jawabl 

aparatur pellaksana dalam melnjalankan kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan komitmeln aparatur pellaksana 

dalam melnjalankan kelblijakan pelngellolaan 

pelrsampahan diwujudkan mellalui pelrjanjian 

kinelrja antara aparatur delngan atasan yang 

disahkan selcara relsmi delngan matelrai. Sellain itu, 

komitmeln telrselblut juga telrcelrmin dalam pellaporan 

capaian kinelrja mellalui aplikasi el-kinelrja, blaik 

pada relalisasi fisik maupun keluangan program. 

Komitmeln dan tanggung jawabl pellaksana juga 

dituangkan dalam laporan pelrtanggungjawablan 

selrta rapor tahunan Pelmelrintah Daelrah Kablupateln 

Acelh Telngah. Dalam pellaksanaannya, aparatur 

melnjalankan tugas selsuai delngan analisis jablatan 

(Anjabl) dan analisis blelblan kelrja (ABLK) Tahun 

2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kablupateln 

Acelh Telngah, selrta blelrpeldoman pada Standar 

Opelrasional Proseldur (SOP) Dinas Lingkungan 

Hidup Tahun 2021 dan SOP Tahun 2025 telntang 

pelngellolaan pelrsampahan. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan aparatur melnjalankan tugas 

selsuai aturan dan tanggung jawabl yang diblelrikan. 

Pellaksanaan pelkelrjaan melngacu pada SOP dan 

arahan dari dinas. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan kami mellaksanakan pelkelrjaan 

selsuai tugas dan tanggung jawabl yang diblelrikan 

selrta melngikuti aturan yang blelrlaku. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

aparatur pellaksana melnunjukkan komitmeln dalam melnjalankan kelblijakan 

pelngellolaan pelrsampahan delngan mellaksanakan tugas selsuai delngan aturan dan 

tanggung jawabl yang tellah diteltapkan. Komitmeln telrselblut telrcelrmin dari 

pellaksanaan pelkelrjaan yang blelrpeldoman pada SOP, pelmblagian tugas, selrta 

melkanismel pellaporan kinelrja yang tellah ditelntukan olelh instansi telrkait. 
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4.2.3.2 Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya 

pengelolaan sampah seesuai aturan 

Sikap dan kelsadaran peltugas selrta Masyarakat telrhadap pelntingnya 

pelngellolaan sampah selsuai aturan telrlihat dari kelpatuhan dalam melmbluang 

sampah pada telmpat yang tellah diseldiakan, melnjaga kelblelrsihan lingkungan, selrta 

melngikuti keltelntuan yang blelrlaku dalam pelngellolaan pelrsampahan. Kelsadaran 

ini pelnting karelna blelrpelngaruh telrhadap kelblelrhasilan pellaksanaan kelblijakan 

pelngellolaan sampah dan telrciptanya lingkungan yang blelrsih dan selhat. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana sikap dan kelsadaran peltugas 

selrta Masyarakat telrhadap pelntingnya pelngellolaan sampah selsuai aturan”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan selblagai pellaksana kelblijakan, 

peltugas melnunjukkan sikap tanggung jawabl delngan 

mellakukan pelnelrtiblan pelngellolaan sampah selrta 

melmblelrikan arahan kelpada masyarakat melngelnai 

tata cara pelngellolaan sampah selsuai keltelntuan 

yang blelrlaku. Sellain itu, pelmelrintah juga selcara 

aktif mellakukan sosialisasi telrkait qanun reltriblusi 

sampah dan kelblijakan pelngurangan pelnggunaan 

sampah selkali pakai. 

Upaya telrselblut blelrtujuan untuk melningkatkan 

kelsadaran masyarakat agar lelblih telrtibl dalam 

melmbluang sampah, melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan, selrta melmatuhi aturan pelngellolaan 

pelrsampahan yang tellah diteltapkan pelmelrintah 

daelrah. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan peltugas blelrupaya melnelrtiblkan 

pelngellolaan sampah dan melmblelri arahan kelpada 

masyarakat. Kelsadaran masyarakat sudah cukup 

blaik, teltapi masih pelrlu ditingkatkan. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan peltugas blelrusaha melnjalankan 

tugas delngan blaik. Kelsadaran masyarakat sudah 

ada, namun masih ada selblagian yang blellum telrtibl 

melmbluang sampah. 
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BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pellaksana kelblijakan tellah melnunjukkan sikap tanggung jawabl dalam 

melnjalankan pelngellolaan pelrsampahan mellalui upaya pelnelrtiblan selrta 

pelmblelrian arahan kelpada masyarakat melngelnai tata cara pelngellolaan sampah 

yang selsuai delngan keltelntuan yang blelrlaku. Namun, tingkat kelsadaran 

masyarakat dalam melmatuhi aturan telrselblut masih pelrlu telrus ditingkatkan agar 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan dapat blelrjalan lelblih telrtibl dan elfelktif. 

4.2.3.3 Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan 

yang diterapkan pemerintah 

Relspons Masyarakat telrhadap kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan yang 

ditelrapkan pelmelrintah dapat dilihat dari Tingkat pelnelrimaan dan partisipasi 

Masyarakat dalam melnjalankan aturan telrselblut. Relspons telrselblut telrcelrmin dari 

kelpatuhan dalam melmbluang sampah pada telmpatnya, keltelrtiblan dalam melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan, selrta kelseldiaan melngikuti keltelntuan yang tellah 

diteltapkan dalam pelngellolaan sampah. Sikap Masyarakat ini sangat 

melmpelngaruhi kelblelrhasilan pellaksanaan kelblijakan di lapangan. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana relspons Masyarakat telrhadap 

kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan yang ditelrapkan pelmelrintah”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan selcara umum, relspons 

masyarakat telrhadap kelblijakan pelngellolaan 

pelrsampahan cukup positif. Tidak ditelmukan 

pelnolakan yang signifikan dari masyarakat 

telrhadap kelblijakan yang ditelrapkan. Selblaliknya, 

masyarakat celndelrung melndukung dan melnyamblut 

blaik usulan kelblijakan pelngellolaan sampah yang 

dicanangkan olelh pelmelrintah daelrah karelna dinilai 

melmblelrikan manfaat blagi kelblelrsihan lingkungan 

dan kelnyamanan masyarakat. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan selcara umum masyarakat 

melndukung kelblijakan pelngellolaan sampah karelna 

dianggap melmblantu melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan. 
3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan selblagian blelsar masyarakat 

melnelrima kelblijakan pelngellolaan sampah, 

walaupun masih pelrlu pelningkatan kelsadaran. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

masyarakat pada umumnya melmblelrikan relspons yang positif telrhadap kelblijakan 

pelngellolaan pelrsampahan yang ditelrapkan olelh pelmelrintah daelrah. Dukungan 

telrselblut melnunjukkan blahwa kelblijakan telrselblut dapat ditelrima olelh masyarakat 

karelna dinilai blelrmanfaat dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan, melskipun 

kelsadaran selblagian masyarakat masih pelrlu telrus ditingkatkan. 

4.2.3.4 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah 

Upaya pelmelrintah dalam melingkatkan kelsadaran dan partisipasi Masyarakat 

dalam pelngellolaan sampah dilakukan mellalui kelgiatan sosialisasi, pelnyuluhan, 

selrta kelrja sama delngan aparat kampung dan tokoh Masyarakat. Mellalui kelgiatan 

telrselblut, pelmelrintah melmblelrikan pelmahaman kelpada Masyarakat melngelnai 
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pelntingnya melnjaga kelblelrsihan lingkungan dan melngellola sampah selsuai 

delngan aturan yang blelrlaku agar telrcipta lingkungan yang blelrsih dan selhat. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana Upaya pelmelrintah dalam 

melningkatkan kelsadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pelngellolaan sampah”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, 

S.H / Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan upaya pelmelrintah dalam 

melningkatkan kelsadaran dan partisipasi masyarakat 

dituangkan dalam blelrblagai kelblijakan dan program 

daelrah, salah satunya mellalui Kelputusan BLupati Acelh 

Telngah Nomor 660 telntang pelta jalan (roadmap) 

relncana aksi pelrcelpatan pelnuntasan pelngellolaan 

sampah di Kablupateln Acelh Telngah Tahun 2025–2026. 

Mellalui kelblijakan telrselblut, pelmelrintah mellaksanakan 

program sosialisasi, eldukasi kelpada masyarakat, selrta 

melndorong keltelrliblatan masyarakat dalam kelgiatan 

pelngellolaan sampah. Sellain itu, pelmelrintah juga 

melmpelrkuat koordinasi delngan aparat kampung dan 

instansi telrkait guna melningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan dan 

melndukung kelblelrhasilan pelngellolaan pelrsampahan. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan  pelmelrintah mellakukan sosialisasi 

dan eldukasi kelpada masyarakat selrta melliblatkan 

aparat kampung untuk melningkatkan kelsadaran 

masyarakat. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan pelmelrintah mellakukan sosialisasi 

dan melmblelrikan arahan kelpada masyarakat agar lelblih 

pelduli telrhadap kelblelrsihan lingkungan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pelmelrintah daelrah tellah blelrupaya melningkatkan kelsadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam pelngellolaan pelrsampahan mellalui kelblijakan dan program yang 

diselrtai kelgiatan sosialisasi, eldukasi, selrta koordinasi delngan aparat kampung dan 

instansi telrkait. Upaya telrselblut melnunjukkan adanya komitmeln pelmelrintah 
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dalam melndorong keltelrliblatan masyarakat untuk melndukung pelngellolaan 

sampah dan melnjaga kelblelrsihan lingkungan. 

4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi 

Aspelk struktur blirokrasi dalam pellaksanaan kelblijakan blelrkaitan delngan 

susunan organisasi, pelmblagian tugas, selrta proseldur kelrja yang melngatur 

pellaksanaan kelblijakan olelh instansi pelmelrintah. Struktur blirokrasi yang jellas 

akan melnunjukkan siapa saja pihak yang telrliblat, blagaimana pelmblagian 

tanggung jawabl dilakukan, selrta blagaimana alur pellaksanaan kelblijakan 

dijalankan. 

4.2.4.1 Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam 

pelaksanaan pengelolaan persampahan 

Struktur organisasi dan pelmblagian tugas antar instansi dalam pellaksanaan 

pelngellolaan pelrsampahan melnunjukkan adanya pelngaturan pelran dan tanggung 

jawabl masing-masing lelmblaga pelmelrintah yang telrliblat. Seltiap instansi melmiliki 

tugas yang blelrblelda selpelrti pelrelncanaan, pellaksanaan, pelngawasan, hingga 

pellayanan kelblelrsihan. Pelmblagian tugas yang jellas melmblantu pellaksanaan 

pelngellolaan sampah blelrjalan lelblih telrkoordinasi dan selsuai delngan fungsi 

masing-masing instansi. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana struktur organisasi dan 

pelmblagian tugas antar instansi dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan struktur organisasi dalam 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan di 

Kablupateln Acelh Telngah tellah blelrjalan selsuai 

delngan tugas dan fungsi masing-masing instansi. 

Pelmblagian tugas telrselblut melngacu pada keltelntuan 

yang tellah diteltapkan olelh BLupati Acelh Telngah 

mellalui Pelraturan BLupati Kablupateln Acelh Telngah 

Nomor 34 Tahun 2025 telntang keldudukan, susunan 

organisasi, tugas, fungsi, dan tata kelrja Dinas 

Lingkungan Hidup Kablupateln Acelh Telngah. 

Mellalui struktur organisasi telrselblut, seltiap unit 

kelrja melmiliki tanggung jawabl yang jellas dalam 

pelngellolaan pelrsampahan, mulai dari 

pelrelncanaan, pellaksanaan, hingga pelngawasan, 

selhingga pellaksanaan kelblijakan dapat blelrjalan 

selcara telrarah dan telrkoordinasi. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan pelmblagian tugas antarinstansi 

sudah jellas selsuai struktur organisasi dan kelblijakan 

pelmelrintah daelrah. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan peltugas blelkelrja selsuai 

pelmblagian tugas dari dinas dan melngikuti arahan 

atasan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan tellah didukung olelh struktur organisasi 

yang jellas selhingga pelmblagian tugas dan tanggung jawabl antarinstansi maupun 

peltugas dapat blelrjalan selsuai delngan fungsi masing-masing. Keljellasan struktur 

telrselblut melmblantu pellaksanaan kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan 

blelrlangsung selcara lelblih telrarah dan telrkoordinasi. 
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4.2.4.2 Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah dan penerapannya 

Telrdapat Standar Opelrasional Proseldur (SOP) dalam pellaksanaan 

pelngellolaan sampah yang melnjadi peldoman blagi peltugas dalam melnjalankan 

tugasnya. SOP telrselblut melngatur tata cara pelngumpulan, pelnanganan, hingga 

pelngangkutan sampah agar kelgiatan pelngellolaan pelrsampahan dilakukan selcara 

telratur dan selsuai delngan keltelntuan yang blelrlaku. Pelnelrapan SOP melmblantu 

melmastikan seltiap kelgiatan pelngellolaan sampah blelrjalan lelblih telrtibl, telrarah, 

dan mudah diawasi.  

BLelrikut matriks jawablan telntang “Apakah telrdapat Standar Opelrasional 

Proseldur (SOP) dalam pellaksanaan pelngellolaan sampah dan blagaimana 

pelnelrapannya”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan dalam pellaksanaan 

pelngellolaan pelrsampahan tellah telrdapat Standar 

Opelrasional Proseldur (SOP) yang melnjadi 

peldoman blagi aparatur dalam melnjalankan tugas. 

Pelnelrapan SOP dilakukan selsuai delngan kelblijakan 

dan arahan pelmelrintah pusat maupun daelrah 

telrkait pelngurangan volumel sampah, telrmasuk 

targelt pelngurangan sampah selkitar 35–45% di 

tingkat kablupateln dan delsa selblagaimana 

dituangkan dalam relncana aksi (roadmap) 

pelngellolaan sampah. 

Sellain itu, pellaksanaan pelngellolaan sampah juga 

melngacu pada blelrblagai pelraturan pelrundang-

undangan yang blelrlaku, antara lain pelraturan 

pelmelrintah telntang pelngellolaan sampah rumah 

tangga dan sampah spelsifik, pelraturan kelmelntelrian 

telrkait pelnanganan sampah, selrta kelblijakan daelrah 

melngelnai stratelgi pelngellolaan sampah. Delngan 

adanya SOP dan relgulasi telrselblut, pellaksanaan 

pelngellolaan pelrsampahan diharapkan blelrjalan 

selsuai delngan proseldur dan standar yang tellah 

diteltapkan. 
2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan pellaksanaan pelngellolaan 

sampah dilakukan selsuai SOP yang blelrlaku dan 

melnjadi peldoman dalam blelkelrja. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan pellaksanaan pelkelrjaan 

melngikuti SOP yang tellah diteltapkan olelh dinas. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan tellah dilaksanakan delngan blelrpeldoman 

pada Standar Opelrasional Proseldur (SOP) dan blelrblagai relgulasi yang blelrlaku. 

Kelblelradaan peldoman telrselblut melmblantu aparatur dalam melnjalankan tugas 

selcara telrarah selhingga pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan dapat dilakukan 

selsuai delngan proseldur yang tellah diteltapkan. 
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4.2.4.3 Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun 

pengelolaan persampahan 

Melkanismel pelngawasan dan elvaluasi telrhadap pellaksanaan Qanun 

pelngellolaan pelrsampahan olelh instansi pelmelrintah yang blelrwelnang untuk 

melmastikan kelblijakan blelrjalan selsuai delngan keltelntuan yang tellah diteltapkan. 

Pelngawasan dilakukan mellalui pelmantauan kelgiatan pelngellolaan sampah di 

lapangan, seldangkan elvaluasi dilakukan untuk melnilai pellaksanaan kelblijakan 

jika melngidelntifikasi kelndala yang telrjadi agar dapat dilakukan pelrblaikan dalam 

pellaksanaannya. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana melkanismel pelngawasan dan 

elvaluasi telrhadap pellaksanaan Qanun pelngellolaan pelrsampahan”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan melkanismel pelngawasan dan 

elvaluasi pellaksanaan kelblijakan pelngellolaan 

pelrsampahan dilakukan mellalui sistelm pelncatatan 

dan pellaporan selcara blelrkala. Pelngawasan 

dilakukan mellalui logblook pelncatatan volumel 

sampah harian selrta pelndataan elstimasi timblulan 

sampah masyarakat. 

Sellain itu, pellaporan pelngellolaan pelrsampahan 

juga dilakukan mellalui aplikasi relsmi Kelmelntelrian 

Lingkungan Hidup dan Kelhutanan, selpelrti Sistelm 

Informasi Pelngellolaan Sampah Nasional (SIPSN). 

Mellalui sistelm telrselblut, pelmelrintah daelrah dapat 

mellakukan monitoring dan elvaluasi telrhadap 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan selcara 

blelrkellanjutan. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan pelngawasan dilakukan mellalui 

pelncatatan kelgiatan pelngellolaan sampah dan 

pellaporan kelpada dinas telrkait. 
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3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan kelgiatan kelrja diawasi olelh 

atasan mellalui laporan dan pelncatatan kelgiatan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pellaksanaan pelngawasan dan elvaluasi pelngellolaan pelrsampahan tellah dilakukan 

selcara telrstruktur mellalui sistelm pelncatatan kelgiatan selrta pellaporan kelpada 

instansi telrkait. Melkanismel telrselblut melmblantu pelmelrintah daelrah dalam 

melmantau pellaksanaan pelngellolaan sampah selhingga kelgiatan dapat 

dikelndalikan dan dielvaluasi selcara blelrkellanjutan. 

4.2.4.4 Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan 

ELfelktivitas koordinasi dan systelm blirokrasi dalam melndukung kelblelrhasilan 

implelmelntasi kelblijakan telrlihat dari seljauh mana instansi pelmelrintah dapat 

blelkelrja sama, saling blelrkomunikasi, dan melnjalankan tugas selsuai delngan fungsi 

masing-masing. Koordinasi yang blaik selrta systelm blirokrasi yang jellas 

melmblantu pellaksanaan kelblijakan blelrjalan lelblih telrarah, melmudahkan 

pelngamblilan Kelputusan, selrta melngurangi kelndala dalam pelngawasan di 

lapangan. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana elfelktivitas koordinasi dan 

systelm blirokrasi dalam melndukung kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 Al – Ihsan Salam, S.H 

/ Staf Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabl. Acelh 

Telngah 

BLelliau melngatakan koordinasi dan sistelm blirokrasi 

dalam pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan 

blelrjalan selcara blelrkelsinamblungan delngan 

melndukung pellaksanaan program pelmblangunan 

daelrah. Pellaksanaan kelblijakan pelngellolaan 

sampah diarahkan untuk melndukung pelncapaian 

visi dan misi pelmelrintah daelrah, pelmelrintah 

provinsi, selrta pelmelrintah pusat. 

Sinelrgi antarinstansi dan dukungan sistelm blirokrasi 

yang telrstruktur melnjadi faktor pelnting dalam 

melndukung kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan 

pelngellolaan pelrsampahan, selhingga program yang 

dijalankan dapat telrlaksana selcara elfelktif dan 

blelrkellanjutan. 

2 Masriadi Mahara / 

PNS Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) 

BLelliau melngatakan koordinasi antarinstansi 

blelrjalan cukup blaik dan melndukung pellaksanaan 

pelngellolaan sampah di lapangan. 

3 Mahyudin / Peltugas 

opelrasional 

pelrsampahan 

BLelliau melngatakan sistelm kelrja blelrjalan cukup 

blaik karelna adanya arahan dan pelmblagian tugas 

yang jellas dari dinas. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

koordinasi antarinstansi dan sistelm blirokrasi dalam pellaksanaan pelngellolaan 

pelrsampahan tellah blelrjalan delngan cukup blaik. Hal ini ditunjukkan olelh adanya 

kelrja sama, pelmblagian tugas, selrta arahan yang jellas dari instansi telrkait 

selhingga pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan dapat blelrjalan selcara 

telrkoordinasi dan melndukung kelblelrhasilan pellaksanaan kelblijakan. 

4.2.5 Tokoh Adat 

Tokoh adat melrupakan selselorang yang melmiliki keldudukan, pelngaruh, selrta 

dihormati olelh masyarakat karelna pelmahaman dan pelrannya dalam melnjaga 

nilai-nilai adat istiadat yang blelrlaku di suatu daelrah. Tokoh adat bliasanya 



57 

 

 
 

blelrpelran selblagai panutan dalam kelhidupan sosial masyarakat selrta melnjadi 

pelnghublung antara masyarakat delngan pelmelrintah dalam blelrblagai kelgiatan 

kelmasyarakatan. 

4.2.5.1 Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi 

kepada Masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan 

sampah serta kerja sama dengan pemerintah 

Pelran tokoh adat dalam melnyampaikan nilai, norma, dan eldukasi kelpada 

masyarakat telrkait kelblelrsihan lingkungan dan pelngellolaan sampah telrlihat dari 

keltelrliblatannya dalam melmblelrikan arahan, nasihat, selrta contoh kelpada 

masyarakat agar melnjaga kelblelrsihan lingkungan. Tokoh adat juga selring blelkelrja 

sama delngan pelmelrintah dan aparat kampung dalam melnyampaikan himblauan 

selrta melndukung kelgiatan sosialisasi telrkait pelngellolaan sampah, selhingga 

masyarakat lelblih melmahami pelntingnya melnjaga lingkungan selsuai delngan nilai 

dan aturan yang blelrlaku. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana pelran tokoh adat dalam 

melnyampaikan nilai, norma, dan eldukasi kelpada Masyarakat telrkait kelblelrsihan 

lingkungan dan pelngellolaan sampah selrta kelrja sama delngan pelmelrintah”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 IDHA, S.Pd / Reljel 

(Aparatur Kampung 

BLlang Kolak II) 

BLelliau melngatakan pelran aparatur kampung dalam 

melnyampaikan nilai dan eldukasi kelpada masyarakat 

bliasanya dilakukan mellalui kelgiatan kelmasyarakatan, 

selpelrti acara adat atau pelrtelmuan masyarakat. Dalam 

kelgiatan telrselblut, tokoh adat melnyampaikan 

pelntingnya melnjaga kelblelrsihan lingkungan selrta 

melmblelrikan pelmahaman kelpada masyarakat telntang 

pelngellolaan sampah yang blaik. Sellain itu, tokoh adat 

blelrsama aparatur kampung juga melmblelrikan contoh 

kelpada masyarakat, misalnya delngan ikut telrliblat 

dalam kelgiatan gotong royong melmblelrsihkan 

lingkungan. 

Telrkait delngan norma yang blelrlaku di masyarakat, di 

Kampung BLlang Kolak II juga telrdapat aturan yang 

melngatur telntang kelblelrsihan lingkungan, telrmasuk 

aturan melngelnai larangan melmbluang sampah 

selmblarangan dan keltelntuan pelmbluangan sampah di 

telmpat yang tellah ditelntukan selpelrti TPS. Aturan 

telrselblut juga blelrkaitan delngan kelblijakan pelmelrintah 

daelrah dalam pelngellolaan sampah. Dalam 

pellaksanaannya, peltugas kelblelrsihan dari pelmelrintah 

daelrah turut mellakukan pelngangkutan sampah di 

lapangan, blaik yang blelrada di jalan utama maupun di 

lingkungan selkitar masyarakat. 
2 M. Syakir / Peltuel 

(Ahli Adat) Kampung 

BLlang Kolak II 

BLelliau melngatakan di Kampung BLlang Kolak II 

telrdapat tujuh dusun yang masing-masing diblina olelh 

tokoh masyarakat, tokoh adat, imam, dan pelrangkat 

kampung dalam melngarahkan masyarakat untuk 

melnjaga kelblelrsihan lingkungan. Upaya pelngellolaan 

kelblelrsihan lingkungan di kampung ini tellah blelrjalan 

seljak kurang lelblih 25 tahun yang lalu. Pada tahap 

awal, seltiap lorong tellah diseldiakan telmpat sampah, 

dan apablila volumel sampah melningkat, masyarakat 

selcara blelrsama-sama mellakukan kelgiatan gotong 

royong untuk melngangkut sampah kel telmpat 

pelmbluangan selmelntara. 

Selblellumnya, sistelm pelngellolaan sampah dilakukan 

blelrdasarkan wilayah RT atau dusun, di mana dalam 

satu dusun telrdapat selkitar dua hingga tiga RT. Tokoh 

masyarakat dan tokoh adat blelrpelran aktif dalam 

melmblelrikan eldukasi kelpada masyarakat, blaik mellalui 

khutblah maupun celramah yang disampaikan di masjid 

dan melunasah. 

Sellain itu, telrdapat peltugas pelngellola sampah yang 

melmpelrolelh upah melskipun rellatif telrblatas, namun 

teltap melnjalankan tugasnya dalam melmblantu 

pelngellolaan sampah. Saat ini, masyarakat umumnya 

melngumpulkan sampah di telpi jalan agar mudah 
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diangkut olelh peltugas kelblelrsihan yang seltiap pagi 

melngamblil sampah melnggunakan moblil truk. Sistelm 

ini tellah lama ditelrapkan di Kampung BLlang Kolak II 

delngan dukungan dari pihak kelcamatan dan 

kablupateln. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparatur kampung melmiliki pelran pelnting 

dalam melnanamkan nilai, norma, selrta eldukasi kelpada masyarakat melngelnai 

pelntingnya melnjaga kelblelrsihan lingkungan dan pelngellolaan sampah. Pelran 

telrselblut dilakukan mellalui kelgiatan kelmasyarakatan, pelnyampaian nasihat 

kelagamaan, selrta pelmblelrian contoh mellalui kelgiatan gotong royong, selhingga 

melmblantu melningkatkan kelsadaran masyarakat dalam melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan selsuai delngan aturan yang blelrlaku. 

4.2.5.2 Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan 

persampahan di Masyarakat 

Keltelrseldiaan fasilitas dan dukungan pelmelrintah dalam pelngellolaan 

pelrsampahan telrlihat dari pelnyeldiaan sarana telmpat pelnampungan selmelntara 

(TPS), armada pelngangkut sampah, selrta arahan dan kelblijakan yang melndorong 

Masyarakat untuk melnjaga kelblelrsihan lingkungan. Dukungan telrselblut blelrtujuan 

untuk melmblantu kellancaran prosels pelngumpulan dan pelngangkutan sampah 

selhingga pelngellolaan pelrsampahan di Masyarakat dapat blelrjalan lelblih telrtibl dan 

telrarah. 
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BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana pandangan BLapak/Iblu 

telrhadap keltelrseldiaan fasilitas dan dukungan pelmelrintah dalam pelngellolaan 

pelrsampahan di Masyarakat”. 

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 IDHA, S.Pd / Reljel 

(Aparatur Kampung 

BLlang Kolak II) 

BLelliau melngatakan melnurut pandangan saya, 

pelmelrintah daelrah sudah melmblelrikan dukungan dalam 

pelngellolaan pelrsampahan, telrutama mellalui 

pelnyeldiaan fasilitas dan himblauan kelpada masyarakat 

agar melmbluang sampah pada telmpat yang tellah 

diseldiakan. Pelmelrintah daelrah mellalui dinas telrkait 

juga selring melngingatkan aparat kampung dan 

masyarakat untuk lelblih telrtibl dalam melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. 

Sellain itu, fasilitas selpelrti moblil truk pelngangkut 

sampah dan telmpat pelnampungan selmelntara (TPS) juga 

tellah diseldiakan. Di wilayah BLlang Kolak II selndiri 

telrdapat lokasi TPS yang blelrada di daelrah Paya Ilang, 

yang digunakan selblagai telmpat pelmbluangan sampah 

selmelntara selblellum diangkut olelh peltugas kelblelrsihan. 

2 M. Syakir / Peltuel 

(Ahli Adat) Kampung 

BLlang Kolak II 

BLelliau melngatakan keltelrseldiaan fasilitas selrta 

dukungan pelmelrintah dalam pelngellolaan pelrsampahan 

dinilai sudah cukup blaik. Masyarakat pada umumnya 

tellah melngeltahui lokasi telmpat pelmbluangan sampah 

dan proseldur pelngellolaannya. Pelmelrintah melnyeldiakan 

layanan pelngangkutan sampah yang dilakukan seltiap 

pagi olelh moblil pelngangkut sampah di telpi jalan. 

Namun delmikian, masih telrdapat selblagian masyarakat 

yang kurang melmiliki kelsadaran telrhadap pelngellolaan 

sampah. Sellain itu, masyarakat yang tidak tinggal di 

pinggir jalan harus selcara mandiri melngantarkan 

sampah melrelka kel titik pelngumpulan di telpi jalan agar 

dapat diangkut olelh peltugas kelblelrsihan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpu;kan blahwa 

keltelrseldiaan fasilitas dan dukungan pelmelrintah dalam pelngellolaan pelrsampahan 

di Masyarakat pada umumnya sudah telrseldia dan melndukung pellaksanaan 
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pelngellolaan sampah. Namun, elfelktivitas pelmanfaatannya masih dipelngaruhi olelh 

Tingkat kelsadaran selrta partisipasi Masyarakat dalam melmatuhi keltelntuan 

pelngellolaan sampah yang tellah diteltapkan.  

4.2.5.3 Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika 

dilihat dari nilai social, budaya, dan keagamaan 

Pelrilaku Masyarakat dalam melnjaga kelblelrhasilan lingkungan dapat dilihat 

dari kelsadaran melrelka untuk melnjaga kelblelrsihan dan tidak melmbluang sampah 

selmblarangan. Kelsadaran telrselblut dipelngaruhi olelh nilai social, bludaya, dan 

kelagamaan yang melngajarkan pelntingnya melnjaga kelblelrsihan selblagai blagian 

dari tanggung jawabl BLelrsama dalam kelhidupan blelrmasyarakat. Nilai-nilai 

telrselblut melndorong Masyarakat untuk lelblih pelduli telrhadap lingkungan selrta 

blelrpelran dalam melnjaga kelblelrsihan dan Kelselhatan lingkungan selkitar. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana pelrilaku Masyarakat dalam 

melnjaga kelblelrhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai social, bludaya, dan 

kelagamaan”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 IDHA, S.Pd / Reljel 

(Aparatur Kampung 

BLlang Kolak II) 

BLelliau melngatakan selcara umum, masyarakat 

sudah mulai melmahami dampak dari melmbluang 

sampah selmblarangan telrhadap kelblelrsihan dan 

kelselhatan lingkungan. Kelsadaran masyarakat 

telrhadap pelntingnya melnjaga kelblelrsihan juga 

dipelngaruhi olelh nilai-nilai sosial, bludaya, dan 

kelagamaan yang melngajarkan blahwa kelblelrsihan 

melrupakan hal yang pelnting dalam kelhidupan 

selhari-hari. 

Namun, dalam praktiknya masih telrdapat blelblelrapa 

kelndala. Misalnya, pelngangkutan sampah bliasanya 

dilakukan di selpanjang jalan utama selhingga 

masyarakat yang tinggal di dalam gang harus 

melmblawa sampah melrelka kel titik pelngumpulan 

yang blelrada di pinggir jalan. Hal ini telrkadang 

melnimblulkan kelluhan dari selblagian masyarakat 

karelna jaraknya cukup jauh dari telmpat tinggal 

melrelka. 
2 M. Syakir / Peltuel 

(Ahli Adat) Kampung 

BLlang Kolak II 

BLelliau melngatakan pelrilaku masyarakat Kampung 

BLlang Kolak II dalam melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan dinilai cukup blaik. Hal ini telrlihat dari 

kelsadaran masyarakat dalam melmbluang dan 

melnelmpatkan sampah pada lokasi yang tellah 

diseldiakan. Kelrja sama antara masyarakat dan 

pelmelrintah juga blelrjalan delngan blaik selhingga 

praktik pelmbluangan sampah selmblarangan sudah 

sangat blelrkurang. 

Prosels pelngellolaan sampah dilakukan selcara 

telratur mulai dari telmpat pelmbluangan selmelntara 

hingga kel telmpat pelmbluangan akhir. Dari sisi nilai 

sosial, partisipasi masyarakat telrgolong tinggi, 

telrutama dalam pelmilahan sampah yang 

blelrblahaya. Delngan adanya keltelrtiblan dan 

kelsadaran masyarakat telrhadap kelblelrsihan, 

Kampung BLlang Kolak II dapat dikatelgorikan 

selblagai wilayah yang cukup maju dalam 

pelngellolaan pelrsampahan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pelrilaku Masyarakat dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan pada umumnya sudah 

cukup blaik dan dipelngaruhi olelh nilai social, bludaya, selrta kelagamaan yang 

melndorong kelsadaran untuk melnjaga kelblelrsihan lingkungan. Namun delmikian, 
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masih telrdapat blelblelrapa kelndala dalam pellaksanaannya, telrutama telrkait aksels 

dan kelmudahan Masyarakat dalam melmbluang sampah kel titik pelngumpulan 

yang tellah diseldiakan. 

4.2.5.4 Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat 

dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran 

masing-masing pihak 

Hublungan dan koordinasi antara pelmelrintah dan tokoh Masyarakat dalam 

pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan telrlihat dari kelrja sama dalam 

melnyampaikan arahan, sosialisasi, selrta melngajak Masyarakat untuk melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. Pelmelrintah blelrpelran dalam melmbluat kelblijakan dan 

melnyeldiakan dukungan, seldangkan tokoh Masyarakat melmblantu melnyampaikan 

informasi selrta melndorong partisipasi Masyarakat. Kelrja sama telrselblut 

melmblantu pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan blelrjalan lelblih telrarah dan 

melliblatkan Masyarakat selcara langsung. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana hublungan dan koordinasi 

antara pelmelrintah dan tokoh Masyarakat dalam pellaksanaan pelngellolaan 

pelrsampahan, selrta elfelktivitas pelran masing-masing pihak”. 
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara 

1 IDHA, S.Pd / Reljel 

(Aparatur Kampung 

BLlang Kolak II) 

BLelliau melngatakan hublungan dan koordinasi 

antara pelmelrintah delngan tokoh masyarakat dalam 

pelngellolaan pelrsampahan pada dasarnya blelrjalan 

delngan blaik. Hal ini karelna kelblelrsihan lingkungan 

melnjadi salah satu program yang dipelrhatikan olelh 

pelmelrintah daelrah. BLahkan kel delpan, kelblelrsihan 

lingkungan direlncanakan melnjadi salah satu blagian 

pelnting dalam melndukung selktor pariwisata di 

Acelh Telngah. 

Pelmelrintah daelrah juga tellah melndorong seltiap 

kampung untuk melnjaga kelblelrsihan lingkungan 

mellalui kelblijakan dan pelraturan yang blelrkaitan 

delngan pelngellolaan sampah. Sellain itu, pelmelrintah 

juga melnganjurkan agar dana delsa dapat 

digunakan untuk melndukung kelgiatan kelblelrsihan 

lingkungan, selpelrti kelgiatan gotong royong. 

Dalam pellaksanaannya, pelngellolaan sampah 

melrupakan kelrja sama antara pelmelrintah daelrah, 

aparatur kampung, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat itu selndiri. Masyarakat juga diingatkan 

untuk melmbluang sampah pada telmpat yang tellah 

ditelntukan, selpelrti di pinggir jalan atau di TPS. 

Apablila telrjadi masalah telrkait sampah yang dapat 

melnimblulkan pelncelmaran lingkungan, masyarakat 

bliasanya mellaporkan kelpada pelmelrintah kampung, 

kelmudian aparat kampung akan melnindaklanjuti 

delngan turun langsung kel lapangan untuk 

melngatasi pelrmasalahan telrselblut. 
2 M. Syakir / Peltuel 

(Ahli Adat) Kampung 

BLlang Kolak II 

BLelliau melngatakan hublungan antara masyarakat 

dan pelmelrintah dalam pelngellolaan pelrsampahan 

blelrjalan selcara saling melndukung. Seltiap 

pelrmasalahan yang blelrkaitan delngan sampah 

bliasanya telrlelblih dahulu dikoordinasikan mellalui 

pihak kelcamatan, kelmudian dilanjutkan kel dinas 

kelblelrsihan. 

Tingkat partisipasi masyarakat di Kablupateln Acelh 

Telngah telrgolong tinggi, didukung olelh pelran aktif 

tokoh masyarakat yang melndorong kelsadaran dan 

kelpeldulian warga telrhadap pelngellolaan sampah. 

Dari selgi elfelktivitas pellaksanaan, tidak telrdapat 

hamblatan yang blelrarti dalam melnjalankan pelran 

masing-masing pihak. BLahkan, selblagian 

masyarakat tellah mellakukan pelngellolaan sampah 

selcara mandiri, selpelrti pelmilahan sampah di 

lingkungan rumah tangga. 
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BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

koordinasi antara pelmrintah dan tokoh Masyarakat melmiliki pelran pelnting dalam 

melndukung pellaksanaan pelngellolaan pelrsampahan di Masyarakat. Kelrja sama 

telrselblut telrlihat dari adanya komunikasi, pelmblagian pelran, selrta keltelrliblatan 

Masyarakat dalam kelgiatan pelngellolaan sampah selhingga pellaksanaan kelblijakan 

dan blelrjalan delngan cukup elfelktif di lingkungan Masyarakat. 

4.2.6 Masyarakat 

Masyarakat melrupakan kellompok individu yang hidup BLelrsama dalam suatu 

wilayah telrtelntu selrta melmiliki hublungan social, nilai, norma, dan aturan yang 

diselpakati BLelrsama dalam kelhidupan selhari-hari. Dalam pelngellolaan lingkungan, 

khususnya pelngellolaan pelrsampahan, Masyarakat melmiliki pelran yang sangat 

pelnting karelna Selblagian blelsar sumblelr sampah blelrasal dari aktivitas rumah 

tangga dan kelgiatan Masyarakat selhari-hari. 

4.2.6.1 Aturan pengelolaan sampah dan sosialisasi atau informasi dari 

pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada 

masyarakat 

Aturan melngelnai pelngellolaan sampah yang diteltapkan olelh pelmelrintah 

blelrtujuan untuk melngatur cara masyarakat dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan 

selrta melngellola sampah delngan blaik. Agar aturan telrselblut dapat dipahami dan 

dijalankan olelh masyarakat, pelmelrintah bliasanya melnyampaikan informasi 

mellalui kelgiatan sosialisasi, himblauan, maupun pelnyampaian informasi mellalui 

aparatur kampung dan tokoh masyarakat. Mellalui pelnyampaian informasi 

telrselblut, masyarakat diharapkan melngeltahui kelwajiblan selrta aturan yang blelrlaku 
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dalam pelngellolaan sampah, selpelrti melmbluang sampah pada telmpat yang tellah 

diseldiakan dan melnjaga kelblelrsihan lingkungan. Delngan adanya sosialisasi dari 

pelmelrintah, diharapkan masyarakat dapat lelblih melmahami aturan yang ada dan 

turut blelrpelran dalam melndukung pelngellolaan sampah di lingkungan melrelka. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana pelmahaman BLapak/Iblu 

telrhadap aturan pelngellolaan sampah dan blagaimana sosialisasi informasi dari 

pelmelrintah melngelnai aturan telrselblut disampaikan kelpada Masyarakat”. 

No Nama / Pekerjaan Hasil Wawancara 

1 Felrry Siswanto / 

Peltani 

BLelliau melngatakan saya melngeltahui blahwa 

Pelmelrintah Kablupateln Acelh Telngah tellah melmiliki 

aturan relsmi telntang pelngellolaan sampah mellalui 

Qanun Nomor 1 Tahun 2018. melnjaga kelblelrsihan, 

melmbluang sampah pada telmpatnya, selrta 

melndukung upaya pelngurangan dan pelmilahan 

sampah. 

Namun, dari sisi sosialisasi, informasi telrkait aturan 

ini blellum selpelnuhnya dipahami selcara melnyelluruh 

olelh masyarakat. Sosialisasi bliasanya dilakukan 

mellalui: 

- - Himblauan dari aparat kampung/delsa 

- - Spanduk atau blaliho kelblelrsihan 

- - Kelgiatan gotong royong 

- - Pelnyampaian saat musyawarah kampung 

Melski delmikian, blellum selmua warga melmahami 

deltail aturan, telrmasuk sanksi atau kelwajiblan 

pelmilahan sampah dari rumah. 
2 Helri Firdian / 

Aparatur Sipil 

Nelgara (ASN) 

BLelliau melngatakan saya melngeltahui blahwa 

pelmelrintah daelrah melmiliki aturan melngelnai 

pelngellolaan sampah. Informasi telrselblut bliasanya 

dipelrolelh dari aparatur kampung atau mellalui 

kelgiatan masyarakat. Namun melnurut saya, 

selblagian warga hanya melmahami aturan telrselblut 

selcara umum, yaitu telrkait anjuran melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. Pelnjellasan melngelnai isi 

aturan selcara lelblih rinci blellum blanyak dikeltahui 

karelna sosialisasi yang ditelrima masyarakat masih 

telrblatas. 
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3 Lina Fitriani / Iblu 

Rumah Tangga 

(IRT) 

BLelliau melngatakan pelmahaman telrhadap Qanun 

dan Sosialisasi masyarakat di wilayah BLlang Kolak 

II pada umumnya sudah melngeltahui Qanun 

Kablupateln Acelh Telngah Nomor 1 Tahun 2018. 

Namun, pelmahaman masyarakat masih selblatas 

pada kelwajiblan melnjaga kelblelrsihan dan larangan 

melmbluang sampah selmblarangan. Selblagian 

masyarakat blellum melmahami isi aturan selcara 

lelblih rinci karelna sosialisasi yang dilakukan masih 

telrblatas dan blellum dilakukan selcara 

blelrkellanjutan. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pelngellolaan fasilitas pelrsampahan di lingkungan telrselblut blellum selpelnuhnya 

melndukung pellaksanaan aturan pelngellolaan sampah selcara optimal. Hal ini 

melnunjukkan blahwa masih dipelrlukan pelningkatan pada aspelk pelnyeldiaan dan 

pelngellolaan fasilitas agar systelm pelngellolaan sampah dapat blelrjalan lelblih telrtibl 

dan elfelktif di Masyarakat. 

4.2.6.2 Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat 

pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas 

tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan 

Kondisi fasilitas pelngellolaan sampah di lingkungan ini pada dasarnya sudah 

telrseldia, selpelrti telmpat pelmbluangan selmelntara (TPS) dan layanan pelngangkutan 

sampah olelh peltugas kelblelrsihan. Namun, pada blelblelrapa kondisi masih telrlihat 

pelnumpukan sampah di TPS, blahkan telrkadang volumelnya mellelblihi kapasitas 

tong selhingga selblagian sampah kelluar dari telmpat pelnampungan. Hal ini 

melnunjukkan blahwa fasilitas yang ada sudah melmblantu masyarakat, teltapi masih 

pelrlu ditingkatkan agar pelngellolaan sampah dapat blelrjalan lelblih blaik. 
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BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana kondisi fasilitas pelngellolaaan 

sampah di lingkungan ini (telmpat pelmbluangan, pelngangkutan, pellayanan), dan 

apakah fasilitas telrselblut melndukung Masyarakat dalam melnjalankan aturan”. 

No Nama / Pekerjaan Hasil Wawancara 

1 Felrry Siswanto / 

Peltani 

BLelliau melngatakan telmpat pelmbluangan selmelntara 

(TPS) telrseldia, namun jumlahnya telrblatas. 

Pelngangkutan sampah dilakukan olelh peltugas, 

teltapi blellum sellalu konsisteln dari selgi jadwal. 

BLelblelrapa titik masih ditelmukan pelnumpukan 

sampah karelna keltelrlamblatan pelngangkutan. 

BLellum telrseldia sistelm pelmilahan sampah organik 

dan anorganik selcara telrstruktur. Fasilitas yang ada 

cukup melmblantu, teltapi blellum selpelnuhnya 

melndukung masyarakat untuk melnjalankan aturan 

selcara maksimal, telrutama dalam hal pelmilahan 

dan pelngurangan sampah dari sumblelrnya. 

2 Helri Firdian / 

Aparatur Sipil 

Nelgara (ASN) 

BLelliau melngatakan fasilitas pelngellolaan sampah 

selpelrti telmpat pelmbluangan selmelntara dan layanan 

pelngangkutan sampah sudah telrseldia. Namun, 

blelblelrapa warga melnyampaikan blahwa fasilitas 

telrselblut blellum melrata di selmua lingkungan. Ada 

masyarakat yang harus melmblawa sampah kel titik 

telrtelntu agar dapat diangkut olelh peltugas, selhingga 

telrkadang telrjadi pelnumpukan sampah di blelblelrapa 

lokasi. 

3 Lina Fitriani / Iblu 

Rumah Tangga 

(IRT) 

BLelliau melngatakan saya melnilai blahwa 

pelngellolaan sampah masih melnghadapi kelndala 

pada keltelrseldiaan fasilitas, telrutama Telmpat 

Pelmbluangan Selmelntara (TPS) yang blellum melrata. 

Kondisi telrselblut telrkadang melnyelblablkan 

munculnya telmpat pelmbluangan sampah di lokasi 

yang tidak selmelstinya. Sellain itu, pelngellolaan 

Telmpat Pelmbluangan Akhir (TPA) juga pelrlu 

dipelrhatikan agar tidak melnimblulkan dampak 

lingkungan selpelrti blau tidak seldap dan 

pelncelmaran. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pelngellolaan fasilitas pelrsampahan di lingkungan telrselblut blellum selpelnuhnya 
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blelrjalan selcara optimal. Melskipun tellah telrseldia sarana dasar untuk pelmbluangan 

dan pelngangkutan sampah, keltelrblatasan jumlah fasilitas, pelmelrataan layanan, 

selrta blellum adanya sistelm pelngellolaan yang lelblih telratur melnyelblablkan 

pelmanfaatannya blellum mampu melndukung pelngellolaan sampah selcara 

maksimal di masyarakat. 

4.2.6.3 Kesadaran perilaku Masyarakat dalam membuang dan mengelola 

sampah sesuai aturan, serta factor apa yang mempengaruhi 

kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat 

Kelsadaran masyarakat dalam melmbluang dan melngellola sampah sudah 

cukup blaik, telrlihat dari kelbliasaan selblagian warga yang melmbluang sampah pada 

telmpat yang diseldiakan. Namun, masih ada masyarakat yang blellum selpelnuhnya 

patuh telrhadap aturan. Hal ini dipelngaruhi olelh blelblelrapa faktor, selpelrti 

kelbliasaan masyarakat, keltelrseldiaan fasilitas, selrta tingkat pelngawasan dan 

himblauan dari pihak pelmelrintah atau aparatur kampung. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “blagaimana kelsadaran pelrilaku Masyarakat 

dalam melmbluang dan melngellola sampah selsuai aturan, selrta factor apa yang 

melmpelngaruhi kelpatuhan atau keltidakpatuhan Masyarakat”. 
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No Nama / Pekerjaan Hasil Wawancara 

1 Felrry Siswanto / 

Peltani 

BLelliau melngatakan selcara umum, kelsadaran 

masyarakat sudah mulai melningkat, namun blellum 

melrata. Masih ditelmukan: 

- - Warga yang melmbluang sampah di luar TPS. 

- - Pelmblakaran sampah selcara mandiri. 

- - Kurangnya pelmisahan sampah rumah tangga. 

- Faktor yang melmpelngaruhi kelpatuhan masyarakat 

antara lain: 

- - Kurangnya pelmahaman deltail aturan. 

- - Keltelrblatasan fasilitas (TPS dan jadwal angkut). 

- - Kelbliasaan lama yang sulit diublah. 

- - Minimnya pelngawasan dan pelnelgakan sanksi. 

Namun di sisi lain, kelgiatan gotong royong rutin 

melnunjukkan adanya kelpeldulian masyarakat 

telrhadap kelblelrsihan lingkungan. 

2 Helri Firdian / 

Aparatur Sipil 

Nelgara (ASN) 

BLelliau melngatakan selblagian masyarakat sudah 

melmiliki kelsadaran untuk melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan, misalnya delngan melmbluang sampah 

pada telmpat yang diseldiakan dan ikut dalam 

kelgiatan gotong royong. Namun, masih telrdapat 

warga yang melmbluang atau melmblakar sampah 

karelna keltelrblatasan fasilitas selrta kelbliasaan yang 

sudah lama dilakukan. 

3 Lina Fitriani / Iblu 

Rumah Tangga 

(IRT) 

BLelliau melngatakan selcara umum masyarakat tellah 

melmiliki kelsadaran untuk melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan. Namun, pelrublahan pelrilaku dalam 

pelngellolaan sampah blellum selpelnuhnya optimal 

karelna blellum blanyak program yang melmblelrikan 

manfaat elkonomi blagi masyarakat, selpelrti blank 

sampah atau kelgiatan daur ulang. Akiblatnya, 

pelngellolaan sampah masih dianggap selblagai 

kelwajiblan blelrsama, blukan selblagai pelluang yang 

dapat melmblelrikan nilai elkonomi. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

tingkat kelsadaran masyarakat telrhadap kelblelrsihan lingkungan sudah mulai 

telrblelntuk, namun pelnelrapannya dalam pelngellolaan sampah blellum selpelnuhnya 

konsisteln. Kondisi ini melnunjukkan blahwa pelrilaku masyarakat dalam melngellola 

sampah masih dipelngaruhi olelh blelrblagai faktor, selpelrti kelbliasaan yang tellah 
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blelrlangsung lama, keltelrblatasan fasilitas, selrta kurangnya pelmblinaan dan 

pelngawasan yang blelrkellanjutan. 

4.2.6.4 Kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah,  

termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di 

lingkungan masyarakat 

Kinelrja pelmelrintah dalam pelngellolaan sampah di lingkungan masyarakat 

sudah telrlihat mellalui pelnyeldiaan peltugas kelblelrsihan dan layanan pelngangkutan 

sampah. Peltugas blelrtugas melngangkut sampah dari titik pelngumpulan melnuju 

telmpat pelmbluangan yang tellah ditelntukan. Sellain itu, pelmelrintah juga 

mellakukan himblauan kelpada masyarakat agar melnjaga kelblelrsihan lingkungan. 

Namun, dalam pellaksanaannya masih dipelrlukan pelningkatan, telrutama dalam 

hal pelngawasan dan pelnanganan masalah sampah di blelblelrapa lokasi agar 

pellayanan dapat blelrjalan lelblih optimal. 

BLelrikut matriks jawablan telntang “BLagaimana tanggapan BLapak/Iblu telrhadap 

kinelrja pelmelrintah atau peltugas dalam pelngellolaan sampah, telrmasuk pellayanan, 

pelngawasan, dan pelnanganan masalah di lingkungan masyarakat”. 
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No Nama / Pekerjaan Hasil Wawancara 

1 Felrry Siswanto / 

Peltani 

BLelliau melngatakan pelmelrintah daelrah dan peltugas 

kelblelrsihan sudah blelrupaya melnjalankan tugas 

pelngellolaan sampah, telrutama dalam hal 

pelngangkutan dan pelmblelrsihan arela publlik. 

Namun masih telrdapat blelblelrapa hal yang pelrlu 

ditingkatkan: 

- - Konsistelnsi jadwal pelngangkutan sampah. 

- - Pelnamblahan jumlah TPS. 

- - ELdukasi dan sosialisasi blelrkellanjutan kelpada 

masyarakat. 

- - Pelngawasan dan pelnelgakan aturan agar lelblih 

telgas. 

Selcara umum, kinelrja sudah blelrjalan, teltapi 

elfelktivitasnya masih pelrlu dipelrkuat agar dampak 

telrhadap lingkungan, kelnyamanan, dan kelselhatan 

masyarakat dapat lelblih optimal. 
2 Helri Firdian / 

Aparatur Sipil 

Nelgara (ASN) 

BLelliau melngatakan melnurut saya pelmelrintah 

daelrah tellah blelrupaya melnangani pelngellolaan 

sampah mellalui pelnyeldiaan peltugas kelblelrsihan 

dan kelndaraan pelngangkut sampah. Melskipun 

delmikian, informan melnilai blahwa pellayanan 

telrselblut masih pelrlu ditingkatkan karelna jumlah 

peltugas dan fasilitas yang telrseldia blellum 

selpelnuhnya mampu melnangani volumel sampah 

yang ada. 
3 Lina Fitriani / Iblu 

Rumah Tangga 

(IRT) 

BLelliau melngatakan masyarakat melnilai blahwa 

pelmelrintah tellah blelrupaya melnyeldiakan layanan 

kelblelrsihan dan pelngangkutan sampah. Namun, 

pellaksanaannya masih pelrlu ditingkatkan, telrutama 

dalam hal jumlah telnaga kelblelrsihan, pelngawasan, 

selrta konsistelnsi pellayanan. Keltelrblatasan telnaga 

di lapangan selring melnyelblablkan keltelrlamblatan 

pelngangkutan dan pelnumpukan sampah di 

blelblelrapa lokasi. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan informan, dapat disimpulkan blahwa 

pelmelrintah dan peltugas kelblelrsihan tellah melnjalankan pelran dalam pelngellolaan 

sampah di lingkungan masyarakat, namun pellaksanaannya blellum selpelnuhnya 

optimal. Kondisi ini melnunjukkan blahwa masih dipelrlukan pelningkatan dalam 

aspelk pellayanan, pelngawasan, selrta keltelrseldiaan telnaga dan fasilitas agar 
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pelngellolaan sampah dapat blelrjalan lelblih elfelktif dan mampu melmelnuhi 

kelblutuhan masyarakat. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Aspek Komunikasi 

Komunikasi dalam implelmelntasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tellah 

dilakukan olelh Dinas Lingkungan Hidup selrta aparatur kampung mellalui 

blelrblagai blelntuk sosialisasi, blaik selcara langsung maupun tidak langsung. 

Sosialisasi dilakukan mellalui pelrtelmuan dan masyarakat, pelnyuluhan, selrta 

pelmanfaatan meldia massa dan meldia sosial untuk melnyampaikan informasi 

telrkait pelngellolaan sampah. 

Sellain itu, komunikasi juga blelrlangsung selcara informal mellalui intelraksi 

langsung antara peltugas kelblelrsihan delngan masyarakat di lapangan. Hal ini 

melnunjukkan blahwa pelmelrintah tellah blelrupaya melnyampaikan informasi 

kelblijakan selcara melnyelluruh. 

Namun delmikian, hasil wawancara melnunjukkan blahwa pelmahaman 

masyarakat telrhadap isi Qanun masih blellum melrata. Masih telrdapat masyarakat 

yang blellum melmahami selcara jellas kelwajiblan dalam pelngellolaan sampah, 

selpelrti melmbluang sampah pada telmpatnya dan melnjaga kelblelrsihan lingkungan. 

Kondisi ini melnunjukkan blahwa komunikasi yang dilakukan blellum 

selpelnuhnya elfelktif, selhingga masih dipelrlukan pelningkatan dalam intelraksi dan 

meltodel sosialisasi agar informasi dapat ditelrima dan dipahami olelh selluruh 

lapisan masyarakat. 
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4.3.2 Aspek Sumber daya 

Sumblelr daya dalam pellaksanaan kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan tellah 

telrseldia dalam blelntuk telnaga kelrja, fasilitas, selrta anggaran. Fasilitas yang 

telrseldia melliputi moblil pelngangkut sampah dan telmpat pelnampungan selmelntara 

(TPS), selrta adanya peltugas kelblelrsihan yang blelrtugas mellakukan pelngangkutan 

sampah selcara rutin. 

Namun, keltelrseldiaan sumblelr daya telrselblut masih telrblatas,. Informan 

melnyampaikan blahwa keltelrblatasan anggaran, fasilitas, dan telnaga kelrja melnjadi 

kelndala utama dalam pellaksanaan pelngellolaan sampah. 

Sellain itu, telrdapat kelndala di lapangan selpelrti sulitnya aksels jalan dan 

telrblatasnya jangkauan pellayanan, selhingga tidak selmua wilayah dapat dijangkau 

olelh peltugas kelblelrsihan. Hal ini melnyelblablkan keltelrlamblatan pelngangkutan dan 

pelnumpukan sampah di blelblelrapa lokasi. 

Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa aspelk sumblelr daya blellum 

selpelnuhnya melndukung implelmelntasi kelblijakan selcara optimal, selhingga 

dipelrlukan pelnamblahan fasilitas, telnaga kelrja, selrta pelningkatan anggaran untuk 

melnunjang pellaksanaan kelblijakan. 

4.3.3 Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana) 

Sikap dan komitmeln pellaksana kelblijakan melnunjukkan adanya kelsungguhan 

dalam melnjalankan tugas. Peltugas kelblelrsihan dan aparatur kampung tellah 

mellaksanakan tugasnya selcara rutin selsuai delngan arahan yang diblelrikan olelh 

instansi telrkait, telrmasuk dalam kelgiatan pelngangkutan sampah dan melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. 
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Sellain itu, pellaksana kelblijakan juga blelrpelran dalam melmblelrikan eldukasi 

kelpada masyarakat melngelnai pelntingnya pelngellolaan sampah. 

Namun delmikian, dari sisi masyarakat masih telrdapat sikap yang kurang 

melndukung pellaksanaan kelblijakan. Hal ini telrlihat dari masih adanya pelrilaku 

melmbluang sampah selmblarangan selrta relndahnya kelsadaran dalam melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. 

Kondisi ini melnunjukkan blahwa kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan tidak 

hanya ditelntukan olelh komitmeln pellaksana, teltapi juga sangat dipelngaruhi olelh 

partisipasu dan kelsadaran masyarakat. 

4.3.4 Aspek Struktur Birokrasi 

Struktur blirokrasi dalam pellaksanaan kelblijakan pelngellolaan pelrsampahan 

melliblatkan blelrblagai pihak, selpelrti Dinas Lingkungan Hidup, aparatur kampung, 

selrta masyarakat. pelmblagian tugas tellah dilakukan selsuai delngan pelran masing-

masing, di mana pelmelrintah blelrtanggung jawabl dalam pelngellolaan dan 

pelngawasan, seldelngkan masyarakat blelrpelran dalam melnjaga kelblelrsihan 

lingkungan. 

Koordinasi antar pihak juga tellah dilakukan dalam pellaksanaan kelblijakan, 

blaik mellalui kelgiatan formal maupun intelraksi langsung di lapangan. Namun 

delmikian, koordinasi dan pelngawasan yang dilakukan masih blellum maksimal, 

selhingga melmpelngaruhi elfelktivitas pellaksanaan kelblijakan. 

Sellain itu, masih telrdapat kelndala dalam konsistelnsi pellaksanaan dan 

pelngawasan di lapangan, yang melnyelblablkan kelblijakan blellum blelrjalan selcara 

optimal. 
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Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa struktur blirokrasi dalam 

implelmelntasi kelblijakan sudah blelrjalan, namun masih pelrlu dipelrkuat telrutama 

dalam hal koordinasi, pelngawasan, dan konsistelnsi pellaksanaan agar tujuan 

kelblijakan dapat telrcapai selcara maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmblahasan melngelnai implelmelntasi 

Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telntang pelngellolaan pelrsampahan di Kampung 

BLlang Kolak II Kelcamatan BLelblelseln Kablupateln Acelh Telngah, sudah blelrjalan 

namun blellum elfelktif karelna : 

1. Aspelk Komunikasi 

Komunikasi dalam implelmelntasi kelblijakan tellah dilaksanakan mellalui 

kelgiatan sosialisasi blaik selcara langsung maupun tidak langsung olelh 

Dinas Lingkungan Hidup selrta aparatur kampung kelpada masyarakat. 

Informasi melngelnai pelngellolaan sampah tellah disampaikan mellalui 

blelrblagai meldia dan intelraksi di lapangan, namun pelmahaman masyarakat 

masih blellum melrata. Dikarelnakan prosels sosialisasi blellum selpelnuhnya 

elfelktif selhingga masih telrdapat masyarakat yang blellum melmahami dan 

melnelrapkan aturan yang blelrlaku. 

2. Aspelk Sumblelr Daya 

Sumblelr daya dalam pellaksanaan kelblijakan tellah telrseldia dalam blelntuk 

fasilitas selpelrti moblil pelngangkut sampah, telmpat pelnampungan 

selmelntara (TPS), selrta adanya peltugas kelblelrsihan. Namun, keltelrseldiaan 

sumblelr daya telrselblut masih telrblatas, blaik dari selgi jumlah telnaga 

maupun jangkauan pellayanan, selhingga blellum mampu melnangani volumel 
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sampah selcara optimal dan masih melnyelblablkan keltelrlamblatan 

pelngangkutan selrta pelnumpukan sampah di blelblelrapa lokasi. 

3. Aspelk Disposisi (Sikap Pellaksana) 

Sikap dan komitmeln pellaksana selrta masyarakat melnunjukkan adanya 

upaya dari pelmelrintah dan peltugas kelblelrsihan dalam melnjalankan 

tugasnya selcara rutin. Namun, dari sisi masyarakat masih telrdapat pelrilaku 

yang kurang pelduli telrhadap pelngellolaan sampah, selpelrti melmbluang 

sampah selmblarangan dan kurangnya kelsadaran dalam melnjaga 

kelblelrsihan lingkungan. Kondisi ini melnjadi salah satu faktor pelnghamblat 

dalam kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan. 

4. Aspelk Struktur BLirokrasi 

Struktur blirokrasi dan koordinasi antar pihak dalam pellaksanaan 

kelblijakan tellah blelrjalan delngan melliblatkan Dinas Lingkungan Hidup, 

aparatur kampung, selrta masyarakat. Melskipun delmikian, koordinasi dan 

pelngawasan dalam pellaksanaannya masih blellum maksimal, selhingga 

melmpelngaruhi elfelktivitas pelngellolaan sampah di lapangan. 

5.2 Saran 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian dan kelsimpulan yang tellah diuraikan, maka 

pelnulis melmblelrikan blelblelrapa saran selblagai blelrikut: 

1. Aspelk Komunikasi 

Pada aspelk komunikasi kelblijakan, disarankan agar pelmelrintah daelrah 

melningkatkan intelnsitas dan elfelktivitas sosialisasi kelpada masyarakat 

delngan melnggunakan blelrblagai meldia yang mudah dipahami, selrta 
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melliblatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar informasi dapat 

ditelrima selcara melrata dan mampu melningkatkan kelsadaran masyarakat. 

2. Aspelk Sumblelr Daya 

Pada aspelk sumblelr daya, pelmelrintah diharapkan dapat melnamblah jumlah 

peltugas kelblelrsihan selrta melningkatkan sarana dan prasarana pelngellolaan 

sampah, selpelrti armada pelngangkut dan fasilitas TPS, agar pellayanan 

pelngellolaan sampah dapat blelrjalan lelblih optimal dan melnjangkau selluruh 

wilayah. 

3. Aspelk Disposisi (Sikap Pellaksana) 

Pada aspelk sikap dan partisipasi masyarakat, dipelrlukan upaya 

pelningkatan kelsadaran mellalui eldukasi yang blelrkellanjutan selrta 

pelndelkatan sosial dan kelagamaan, selhingga masyarakat dapat blelrpelran 

aktif dalam melnjaga kelblelrsihan lingkungan dan melndukung pellaksanaan 

kelblijakan. 

4. Aspelk Struktur BLirokrasi 

Pada aspelk struktur blirokrasi, pelmelrintah pelrlu melningkatkan koordinasi 

antar instansi telrkait selrta melmpelrkuat sistelm pelngawasan dalam 

pellaksanaan kelblijakan, selhingga implelmelntasi pelngellolaan sampah dapat 

blelrjalan selcara lelblih elfelktif dan konsisteln. 
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Dokumentasi foto dengan Bapak Al – Ihsan Salam, S.H / Selaku perwakilan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Bapak Masriadi Mahara selaku Pengelola unit 

persampahan di wilayah Paya Ilang. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 1.            Gambar 2. 
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Dokumentasi foto dengan Bapak Mahyudin selaku Petugas Operasional 
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Gambar 3. 
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Dokumentasi foto dengan Bapak IDHA, S.Pd selaku Reje (Aparatur Kampung 

Blang Kolak II dan Bapak M. Syakir selaku Petue (Ahli Adat) Kampung Blang 

Kolak II. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.      Gambar 5. 
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Dokumentasi foto dengan Bapak Ferry Siswanto dan Bapak Heri Firdian 

selaku masyarakat. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 6.     Gambar 7. 
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Dokumentasi foto dengan Ibu Lina Fitriani selaku masyarakat 
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